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ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab 

pertanyaan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat Muh}ammad 

Syah}rru>r tentang syarat istri kedua dan seterusnya dan bagaimana relevansinya 

terhadap rencana perubahan KHI. 

Penelitian ini bersumber dari berbagai referensi (bahan hukum), maka 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif, yakni pendekatan yang 

menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan 

kesepakatn premis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa relevansi teori 

hudu>d Muhammad Syahru>r saat diposisikan sebagai basis pembaharuan hukum 

perkawinan Islam di Indonesia. 

Setelah dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu data yang 

disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (content analysis) 

dengan langkah-langkah, seperti: klasifikasi, sistematisasi dan analisis maka 

dapat ditemukan bahwa kolaborasi antara pendekatan linguistik dan aplikasi 

teori hudu>d, Muhammad Syahrur mencoba menarik jaring struktur teks dan 

realita sosial. Hingga pada akhirnya, ia melihat bahwa poligami merupakan 

sebuah solusi permasalahan sosial-kemanusiaan dengan syarat-syarat yang tidak 

relevan terhadap rencana perubahan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan 

hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fiqh kaidah maqa>s}id syari}’ah. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan penelitian ini 

dapat digunakan oleh stakeholders sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Selain itu 

penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian filsafat hukum Islam 

yang lebih komprehnsif dan relevan pada masanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat 

dua manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan 

hubungan kelamin di antara keduanya dengan syarat dan rukun yang sudah 

ditentukan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang bahagia, 

diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridloi oleh 

Allah.
1
 Alquran bahkan menyebut perkawinan dalam salah satu ayatnya 

sebagai mitha>qan ghali>d}an (perjanjian yang kokoh).
2
 

Perkawinan merupakan sunnatulla>h, sebagai jalan bagi hambanya 

untuk melestarikan hidupnya dengan harapan menjadi keluarga bahagia dan 

sejahtera. Sesuai dengan firman Allah SWT QS. al-Nisa>‘ (4):1 yang 

berbunyi: 

ا ا يَ يػُّهَ وا النَّاسُ  أَ ػَّقُ ت مُ  ا ي رَبَّكُ مْ  الَّذِ كُ قَ لَ نْ  خَ سٍ  مِ فْ ةٍ  نػَ دَ قَ  كَاحِ لَ ا كَخَ هَ نػْ  مِ
ا هَ ثَّ  زَكْجَ ا كَبَ مَ هُ ػْ ن الً  مِ يراً رِجَ ثِ اءً  كَ سَ وا ۚ   كَنِ تػَّقُ ي اللَّوَ  كَا وفَ  الَّذِ لُ اءَ سَ وِ  تَ  بِ

 َـ ا فَّ  ۚ   كَالَْْرْحَ افَ  اللَّوَ  إِ مْ  كَ كُ يْ لَ ا عَ يبً  رَقِ
Artinya: ‚Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan 

istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

                                                           
1
Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 2. 

2
Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender 

dan Perserikatan solidaritas perempuan dan The Asia Foundation, 1999), 9. 
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(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu.(QS. al-Nisa>‘ : 1)
3
 

Di dalam Alquran dijumpai tidak kurang dari delapan puluh ayat yang 

berbicara tentang perkawinan, baik yang memakai kata nakah}a maupun yang 

menggunakan kata zawwaja (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut 

memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani 

perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan 

manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah (damai, tenang 

dan bahagia) yang di ridhai Allah.
4
 Begitu juga di dalam KHI  juga 

dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu saki>nah, mawaddah wa rah}mah. 

Untuk itu dirumuskan sejumlah ketentuan yang harus dijadikan 

pedoman meliputi peminangan, penentuan mahar, cara ijab qabul, hubungan 

suami istri, serta pengaturan hak dan kewajiban keduanya dalam rumah 

tangga. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangankan dalam 

masyarakat muslim adalah poligami karena selalu mengundang berbagai 

pandangan. 

 Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) 

mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu yang 

bersamaan.
5
 Kebalikan dari poligami ialah monogami, yaitu ikatan 

perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri. 

      

                                                           
3
 Departemen Agama RI Mushaf Al Azhar Al Quran dan Terjemah (Bandung : Jabal Roudotul 

Jannah, 2010),  77. 
4
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum perkawinan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), 176. 

5
Rochayat Machali, Wacana Poligami Di Indonesia (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 46. 
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Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat di berbagai 

belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami 

dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir 

kuno. Di jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah 

mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah 

riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki 

puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai 

ratusan.
6
 

Keberadaan poligami dalam Alquran hampir tidak ada lagi yang 

menolaknya. Seluruh ulama, baik klasik maupun modern, akan selalu 

berangkat dari kerangka dasar Alquran, jika berbicara tentang poligami. 

Meskipun setiap orang berangkat dari dasar pemikiran yang sama, namun 

kesimpulan yang dihasilkan cenderung beragam dan tidak jarang bertolak 

belakang. Tema poligami telah banyak dibahas oleh ulama sejak dahulu dan 

perdebatannya sampai sekarang. Hal ini dapat ditemukan terutama dalam 

kitab-kitab fikih dan tafsir.
7
 

 Dalam konteks nash Islam memperbolehkan poligami dalam keadaan 

yang khusus dan dengan syarat-syarat berat. Seperti tercantum dalam QS. al-

Nisa>‘ (4):3: 

                                                           
6
 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 

45. 
7
Agus Sunaryo, “Poligami di Indonesia (Sebuah analisis Normatif-Sosiologis)”, Portal Garuda, 

No.1 , Vol.5 (Januari-Juni, 2010), 2. 
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فْ  مْ  كَإِ تُ فْ لَّ  خِ سِ  أَ قْ واتػُ ى   فِ  طُ امَ تَ يَ لْ وا ا حُ كِ انْ ا فَ ابَ  مَ مْ  طَ كُ نَ  لَ اءِ  مِ نَ   النِّسَ ثػْ  مَ
ثَ  لََ اعَ  كَثُ فْ  ۚ   كَرُبَ إِ مْ  فَ تُ فْ لَّ  خِ وا أَ لُ دِ عْ ػَ ةً  ت دَ وَاحِ كْ  فػَ ا أَ تْ  مَ كَ لَ مْ  مَ كُ نُ اَ يْْ  ۚ   أَ

كَ ذَ   نَ   لِ دْ لَّ  أَ وا أَ ولُ عُ  تػَ

Artinya : ‚Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 

dekat tidak berbuat aniaya‛. (QS. Al-Nisa>‘ :3)
8
 

 

Ilustrasi ini memberikan sebuah pengertian, Islam membolehkan 

poligami, semata-mata hanya karena kemaslahatan yang dituntut oleh 

kondisi kehidupan. Allah yang menciptakan mahluk, Ia-lah yang lebih tahu 

tentang kemaslahatannya, bila Allah membolehkan hal tersebut pasti 

mempunyai hikmah. Demikian ungkap Sa’id al-Jandul.
9
 

 Kata ‚fankih}u>‛ yang terbentuk dari fi’il al-amr  dalam ayat ini 

mengisyaratkan kewajiban (li al-wuju>b) atau hanya boleh (li al-ibah}>ah)?\ 

 Menurut jumhur ulama, demikian diuraikan oleh Dahlan Idhami, 

berpendapat bahwa poligami itu hukumnya ibaha>h (boleh) karena khithab 

(perintah) ‚fankihu> ma> t}a>ba lakum‛ (maka kawinilah wanita-wanita (lain) 

yang kamu senangi), adalah bersifat takhyi>r (pilihan) kepada mukallaf.10
 

Sementara ahlu al-Z{ahir menyebutkan, bahwa ayat ini menunjukkan 

kewajiban menikah bagi seorang muslim, karena al-amru li alwuju>b. Fakhru 

al-Razi menyatakan, dalam ayat ini Allah menetapkan, bahwa meninggalkan 

                                                           
8
 Departemen Agama RI Mushaf Al Azhar Al Quran dan Terjemah…,77. 

9
Said Abdul Aziz al Jandul, Wanita Di Bawah Naungan Islam, Diterjemahkan oleh Safil Halim 

(Jakarta: Firdaus, 1992), 71. 
10

Dahlan Idhamy, Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 2002), 

31. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 
 

 

perkawinan dalam bentuk seperti ini (poligami) adalah lebih baik daripada 

mengerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini bukan menunjukkan 

kesunnahan menikah lebih dari satu, apalagi menunjukkan wajib.
11

 

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana ayat di atas ini 

tidak semata-mata tanpa syarat. Islam menetapkannya dengan syarat, yaitu 

keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri 

mempunyai hak untuk hidup dan bahagia. Adapun pembatasan jumlah 

menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit 

ditegakkan. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka tentu saja Islam 

melarangnya, dengan dua persyaratan itu berarti Islam telah memerhatikan 

hak-hak perempuan, khususnya dalam masalah perkawinan.
12

 

 Jika suami khawatir berbuat z{alim dan tidak mampu memenuhi 

semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya 

sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram 

menikahi istri untuk yang keempatannya. Bila ia hanya sanggup memenuhi 

hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang 

ketiganya, dan begitu seterusnya. 

 Jadi pada asasnya poligami dibolehkan bagi seorang muslim dalam 

arti yang sebenarnya dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ia 

                                                           
11

Ali Ash Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam Minal Quran (Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1981), Juz 1, 

192. 
12

 Rodli Makmun, dkk, Poligami dalam Tafsir Muh{ammad Syah}ru>r (Ponorogo: STAIN 

Ponorogo Press, 2009), 19. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 
 

 

hanya boleh beristri seorang saja apabila ternyata ia tidak memiliki sifat-

sifat tersebut.
13

 

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih 

sayang, Abu Bakar bin Araby mengatakan  bahwa hal ini berada di luar 

kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggaman Allah SWT 

yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. HR (Hadis 

Riwayat) ‘Aishah:
14

 

 يزيد بن الله عبد عن قلَبة أبي عن أيوب عن حماد حدثنا إسمعيل بن موسى حدثنا
 ىذا اللهم كيقوؿ فيعدؿ يقسم كسلم عليو الله صلى الله رسوؿ كاف قالت عائشة عن الخطمي

15القلب يعني داكد أبو قاؿ أملك كل تملك فيما تلمني فلَ أملك فيما قسمي
. 

Artinya: ‚Diriwayatkan dari Musa bin Isma’il, diriwayatkan dari Hammad, 

dari Ayyub dari Abi Qilabah, dari ‘Abdillah bin Yazid Al-Khathmiy dari 

‘Aishah r.a., ia berkata; Adalah Rasulullah SAW. Membagi giliran sesama 

istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa: Ya Allah, ini bagianku yang 

dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelakakanku tentang 

apa yang Engkau Kuasai sedangkan aku tidak menguasainya.‛
16

 

 

Poligami di Indonesia telah diatur dalam undang-undang yang lahir 

dari Instruksi Presiden (Inpres) pada tahun 1991 berupa Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). Ada tiga tema besar yang tercantum dalam KHI, yaitu; hukum 

perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Hal ini berarti bahwa 

hukum perkawinan Islam menjadi hukum positif di Indonesia, yang 

                                                           
13

 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 

27. 
14

 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat Seri Buku Daras (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2006), 133. 
15

 Imam al Hafidz Abu Daud Sulaiman bin al-Asy‟ats as-Sijistani al-Adzdi, Sunan Abi Daud, jilid 

I, Kitab al-Nikah, bab fi Al-Qism baina Al-Nisa>„, No. Hadith 2134 (Indonesia: Maktabah 

Risunkur, t.t) 242. 
16

 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat Seri Buku Daras,... 133. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13941
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15744
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12341
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12134
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=3617#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=3617#docu
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kemudian dikenal dengan hukum perkawinan dan di dalamnya telah diatur 

pula tentang beristri lebih dari satu orang (poligami). 

 KHI juga menyebutkan syarat dan batasan berpoligami seperti yang 

telah ditentukan dalam kitab-kitab fikih. Hal ini terlihat dalam ayat 1-3 

pasal 55 KHI yang berbunyi:
17

 

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya 

sampai empat istri. 

2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku 

adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 

dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang. 

Latar belakang dari ketentuan poligami di atas diambil dari penafsiran 

kebanyakan ulama dalam kitab tafsir maupun kitab fikih yang dapat 

dikatakan sama sekali tidak ada perdebatan terhadap pemberlakuan 

poligami, artinya menyetujui institusi poligami dan legitimasi dari Alquran 

surat al-Nisa>‘ ayat 3. Dalam kebanyakan kitab fikih disebutkan bahwa umat 

Islam sepakat mengenai kebolehan seorang laki-laki untuk menikahi 

perempuan maksimal empat orang. Kalimat ini langsung dikutip dalam pasal 

55 KHI persis sebagaimana dinyatakan dalam kitab-kitab salaf. 
18

 

Kemudian dijelaskan juga syarat-syarat formal poligami yang harus 

dijalani seorang suami sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami 

                                                           
17

 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet III, 2007), 16. 
18

 Ratna Batar Munti dan Hindun Anisah, Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia 

(Jakarta: t.p., 2005) 103. 
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karena di Indonesia adalah negara hukum sehingga segala urusan hubungan 

manusia maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang 

yaitu Pengadilan Agama (PA). Yakni disebutkkan dalam pasal 56 yang 

berbunyi:
19

 

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan 

izin dari Pengadilan Agama. 

2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan 

Pemeritah No.9 Tahun 1975. 

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat 

tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.  

Selanjutnya dalam pasal 57 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama 

hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu 

orang apabila:
20

 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; 

2. Istri mendapat cacat badan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan; 

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 57 di atas merupakan syarat-syarat yang melekat pada seorang 

istri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi 

alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami. Kemudian pasal 58 yang 

berbunyi:
21

 

                                                           
19

 Kompilasi Hukum Islam,... 16-17. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid, 17-18. 
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1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk 

memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

yaitu: 

a. Adanya persetujuan istri 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anak mereka. 

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat 

diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada 

persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan 

lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. 

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi 

seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai 

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau 

apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-

kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat 

penilaian Hakim. 

Pasal 58 diatas merupakan syarat-syarat formal yang diperankan 

seorang istri sebagai respon terhadap suami yang hendak memadu dirinya 

yang melibatkan instansi yang berwenang. Aturan-aturan ini sebagai 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 
 

 

antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya 

keluarga poligami. Terakhir pasal 59 yang berbunyi:
22

 

‚Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin 

untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang 

diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan 

tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang 

bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini 

istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.‛ 

Eksplorasi kekurangan KHI dalam hal poligami ini dapat kita lihat 

pada pendapat seorang pemikir Islam yang juga termasuk anggota dari tim 

Counter Legal Draft KHI. Respon terhadap ketidakadilan dalam poligami di 

Indonesia sudah ada dalam wacana pemikiran Musdah Mulia. Dia lebih 

banyak berbicara tentang keadilan dalam KHI tentang pemohonan poligami 

harus berdasarkan persetujuan istri. Namun terdapat pasal yang dianggapnya 

adalah hal yang ironis yang menyatakan: ‚Dalam hal istri tidak mau 

memberikan persetujuan izin untuk beristri lebih dari satu berdasarkan salah 

satu alasan yang diatur pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan agama dapat 

menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri 

yang bersangkutan di sidang Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini 

istri dapat mengajukkan banding atau kasasi‛. Walaupun terdapat ada 

kalimat istri tersebut dapat banding atau kasasi, tapi hal ini tentulah terdapat 

                                                           
22

 Ibid, 18. 
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beban psikologis untuk mengajukan para istri yang mau melakukan banding 

atau kasasi yaitu takut dan malu dalam diri wanita.
23

 

 Menurut Siti Musdah Mulia semua alasan dalam UU Perkawinan 

hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami dan sama sekali tidak 

mempertimbangkan kepentingan perempuan. Misalnya, andaikan tidak 

mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami cacat atau 

penyakit yang tidak bisa disembuhkan; atau suami dalam keadaan mandul. 

Ketentuan UU Perkawinan tentang poligami menurut Musdah Mulia jelas 

menunjukkan posisi subordinat perempuan dihadapan laki-laki.
24

 

Hingga saat ini KHI dan termasuk di dalamnya hukum perkawinan 

belum mengalami pembaharuan yang disesuaikan dengan konteks dinamika 

dan kultur masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini karena KHI disusun tidak 

sepenuhnya dari realitas empiris keindonesiaan, melainkan banyak 

memindahkan begitu saja apa saja yang ada dalam tafsir-tafsir keagamaan 

klasik. 

Fenomena poligami di Indonesia sebagian juga terjadi penyelewengan 

dan tidak mencerminkan spirit Alquran. Walaupun pemahaman agama dari 

pelakunya bisa dikatakan tidak awam. Poligami yang terjadi dikalangan 

ustadz artis (ustadz yang dibesarkan namanya oleh acara televisi) misalnya, 

fakta yang terjadi akhir-akhir ini bahwa poligami yang dilakukannya justru 

                                                           
23

 Wawan Gunawan dan Evie Shofia Inayati, Wacana Fikih Perempuan Dalam Perspektif 

Muh{ammadiyah, (Jakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP 

Muh{ammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muh{ammadiyah Prof. Hamka Jakarta, 2005), 202-

203. 
24

 Ibid, 204. 
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membuat biduk rumah tangga mereka diterpa badai ketidakharmonisan dan 

bahkan menyebabkan istri pertamanya menggugat cerai sang suami karena 

berpoligami tanpa adanya izin dari istri. 

Dampaknya adalah tercemarnya syariat poligami itu sendiri yang 

dalam agama jelas-jelas legal. Sehingga tidak sedikit pihak yang menstigma 

bahwa praktik poligami adalah biang kerusakan rumah tangga. 

Upaya untuk tetap menjawab tantangan modernitas dengan 

mensinergikan ajaran Islam (dalam Alquran dan Sunnah) juga dilakukan oleh 

Muh{ammad Syah}ru>r, seorang pemikir Islam kontemporer, yang 

menggunakan analisa linguistik dan saintifik dalam memahami ayat-ayat 

Alquran.
25

 

Muh{ammad Syah}ru>r berpendapat bahwa sesungguhnya Allah SWT 

tidak hanya memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat 

menganjurkannya, namun dengan tiga syarat yang harus dipenuhi. 

Pertama,berpoligami dalam waktu bersamaan (hidup bersama dalam ikatan 

perkawinan) terbatas hanya empat orang istri. Kedua, bahwa istri kedua, 

ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Ketiga, 

harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak 

yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat 

tiga syarat tersebut. Ketiga syarat ini berdasarkan pada struktur kaidah 

                                                           
25

 Rodli Makmun, dkk,  Poligami dalam Tafsir Muh{ammad Syah}ru>r,... 2.  
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bahasa (hermeneutika) dalam firman-Nya dalam surat al-Nisa>‘ ayat 3 yang 

telah disebutkan di muka.
26

 

Berdasarkan latar belakang ini, penulis bermaksud menganalisa dan 

menggali pendapat Muh{ammad Syah}ru>r tentang poligami dalam hukum 

Islam untuk menemukan relevansinya bagi rencana perubahan KHI, yang 

dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam 

Terhadap Pendapat Muh{ammad Syah}ru>r Tentang Syarat Istri Kedua Harus 

Janda dan Beranak Yatim Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan 

KHI‛. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi Masalah 

 Permasalahan yang ditimbukan dari latar belakang di atas 

diantaranya adalah: 

a. Pengertian, asas, dasar hukum dan syarat poligami menurut fiqih dan 

KHI. 

b. Deskripsi poligami menurut Muh{ammad Syah}ru>r. 

c. Analisis pendapat Muh{ammad Syah}ru>r tentang poligami. 

d. Relevansi pendapat Muh{ammad Syah}ru>r tentang poligami dengan 

perubahan KHI. 

 

                                                           
26

Muh{ammad Syah}ru>r, Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami, Diterjemahkan Sahiron 

Syamsuddin dan Burhanudin(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 430. 
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2. Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini dibatasi pada masalah syarat istri kedua 

dalam poligami menurut Muh{ammad Syah}ru>r dan relevansinya bagi 

perubahan KHI. 

 

C. Rumusan Masalah 

      Dari pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat Muh{ammad Syah}ru>r tentang syarat istri kedua dan 

seterusnya harus janda yang memiliki anak? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat Muh{ammad Syah}ru>r 

tentang syarat istri kedua dan seterusnya harus janda yang memiliki anak? 

3. Bagaimana relevansi pendapat Muh{ammad Syah}ru>r tentang syarat istri 

kedua dan seterusnya harus janda yang memiliki anak dengan rencana 

perubahan KHI? 

  

D. Kajian Pustaka 

      Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan 

tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak. 

     Berangkat dari redaksi judul penelitian ini, ada dua poin yang menjadi 

titik pijakan, yakni hukum poligami Islam dan poligami menurut pandangan 
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Muh{ammad Syah}ru>r. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan memang 

banyak yang mengkaji dua hal tersebut. Namun demikian, menghubungkan 

keduanya pada ranah pembaharuan hukum, utamanya Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia, sejauh penelusuran penulis belum ada yang melakukan. 

Beberapa penelitian yang dimaksud dan dianggap relevan dengan penelitian 

ini di antaranya adalah: 

1. Ummi ‘Atiyah menulis skripsi ‚Studi Komparatif Tentang Syarat Istri 

Kedua Menurut Muh{ammad Syah}ru>r dan Kompilasi Hukum Islam‛, 

Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah 

Jurusan Ahwa al Syakhsiyah, tahun 2010.
27

 

Dalam penelitian yang dilakukan Ummi ‘Atiyyah, data yang 

digunakannya adalah dari berbagai literatur pustaka yang telah 

ditemukan untuk menggali dan memperkuat mengenai pendapat 

Muh{ammad Syah}ru>r dan mengomparasikannya dengan KHI agar 

menghasilkan perbedaan pendangan antara keduanya. Disimpulkan 

bahwa Syah}ru>r merupakan salah satu cendekiawan muslim terkemuka. 

Menerapkan teori batas dalam memahami beberapa ayat Alquran 

termasuk ayat tentang poligami. Pada prinsipnya, Syah}ru>r mengakui 

poligami menjadi bagian dari syari’at Islam, tetapi penerapannya dalam 

praktik harus memperhatikan beberapa persyaratan, agar poligami itu 

membawa hikmah. 

                                                           
27

Ummi „Atiyah, “Studi Komparatif tentang Syarat Istri Kedua Menurut Muh{ammad Syah}ru>r 

dan Kompilasi Hukum Islam”(Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010). 
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Ada persyaratan esensial dalam praktik poligami. Pertama, perlibatan 

janda yang memiliki anak sebagai istri kedua, ketiga dan keempat. 

Kedua, harus ada keadilan di antara para anak dan istri pertama dan 

anak-anak yati dari para janda yang dinikahi berikutnya. Jika ini yang 

dipraktekkan oleh kalangan muslim, maka esensi hukum (h}ikmah al-

tasysri>’) adanya praktik poligami dalam perkawinan Islam menonjol 

daripada sebagai sarana untuk memuaskan nafsu para laki-laki yang tidak 

cukup dengan satu orang istri. 

Skripsi yang ditulis Ummi ‘Atiyyah memiliki persamaan dengan judul 

skripsi peneliti, yakni sama-sama meneliti pemikiran Muh{ammad 

Syah}ru>r tentang syarat istri kedua dalam poligami. Sedangkan 

perbedaannya adalah skripsi peneliti menganalisa pendapat Muh{ammad 

Syah}ru>r tersebut dengan metodologi kaidah usul hukum Islam dan tidak 

mengkomparasikannya dengan KHI melainkan mencari bentuk hukum 

terbaik untuk pembaharuan KHI sebagai solusi yang benar-benar relevan 

pada zamannya. 

2. Skripsi Maria Ulfah, ‚Poligami Menurut Muh{ammad Syah}ru>r Dalam 

Pandangan Hukum Islam‛, Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandiangn Madzhab Hukum, 

Tahun 2011.
28

 

Hasil dari penelitian ini adalah, penulis menggunakan kajian kepustakaan 

dengan cara mengumpulkan berbagai literatur buku serta didukung 

                                                           
28

Maria Ulfah,  “Poligami Menurut Muh{ammad Syah}ru>r Dalam Pandangan Hukum 

Islam”(Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011). 
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dengan pendekatan ushul fiqih yang dimaksudkan sebagai usaha untuk 

mendekati masalah yang diteliti berdasarkan kaidah yang sesuai dengan 

objek kajian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, dalam pandangan 

Islam, para ulama berbeda pendapat dalam memandang poligami. 

Pertama, kalangan yang berpendirian bahwa poligami merupakan salah 

satu sunnah Nabi. Kedua, ulama yang berpandangan bahwa poligami 

diperbolehkan dalam batas maksimal empat orang perempuan. Ketiga, 

ulama yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat. 

Muh{ammad Syah}ru>r, salah satu ulama kontemporer yang memiliki teori 

tersendiri yakni teori batas dalam memahami beberapa ayat Alquran 

termasuk dalam hal ini ayat poligami. 

Muh{ammad Syah}ru>r melihat poligami sangat terkait dengan kepentingan 

anak-anak yatim dan para janda. Ia menganalisa ayat poligami dengan 

teori batasnya, secara kuantitas dan kualitas. Batasan kuantitas dalam 

poligami, istri yang dinikahi minimal satu orang dan maksimal empat 

orang. Dan batas kualitasnya, bahwa yang dinikahi adalah janda yang 

mempunyai anak yatim. 

Skripsi yang ditulis Mari Ulfah memiliki persamaan dengan judul skripsi 

peneliti, yakni sama-sama meneliti pemikiran Muh{ammad Syah}ru>r 

tentang poligami dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan 

perbedaannya adalah skripsi peneliti menganalisa pendapat Muh{ammad 

Syah}ru>r untuk mencari bentuk hukum terbaik dari metode istinbath 

hukum Muh{ammad Syah}ru>r untuk pembaharuan KHI. 
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3. Skripsi saudari Nurul Aini, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal al Syakhsiyah, Tahun 2016, 

‚Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Poligami Menurut Muh{ammad 

Syah}ru>r Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak‛. Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas 

Syariah Jurusan Ahwal al Syakhsiyah, tahun 2016.
29

 

Dalam penelitiannya, Nurul Aini menyimpulkan bahwa Muh{ammad 

Syah}ru>r menganalisis Surat al-Nisa>‘ ayat 3 dengan menggunakan metode 

intra-tekstual dan sosiologis sekaligus. Menurutnya ayat 3 Surat al-Nisa>‘ 

tidak bisa dilepaskan dari ayat 2 dan 6 yang berbicara mengenai 

pemeliharaan anak yatim.oleh karena itu, poligami juga harus dipahami 

dalam kerangka pemeliharaan anak yatim. 

Jika dilihat dari perspektif undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak sejalan dengan pendapat Muh{ammad Syah}ru>r. Yakni, 

perlindungan anak sebagai syarat seorang suami akan mengajukan 

permohonan poligami. 

Skripsi yang ditulis Nurul Aini memiliki persamaan dengan judul skripsi 

peneliti, yakni sama-sama meneliti pemikiran Muh{ammad Syah}ru>r 

tentang poligami dalam pandangan hukum Islam. Perbedaannya adalah 

skripsi Nurul Aini mencari persamaan antara pendapat Muh{ammad 

Syah}ru>r dengan undang-undang no. 23 tahun 2002 sebagai penguat 

                                                           
29

Nurul Aini, “Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Poligami Menurut Muh{ammad Syah}ru>r 

Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Skripsi--UIN 

Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016) 
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bahwa pemahaman tentang poligami adalah dalam rangka pemeliharaan 

anak, sedangkan skripsi peneliti menganalisa pendapat Muh{ammad 

Syah}ru>r tersebut dengan metodologi kaidah usul hukum Islam dan 

mencari relevansinya terhadap rencana pembaharuan KHI agar menjadi 

solusi hukum yang benar-benar relevan pada zamannya. 

 Dengan melihat pada fokus dan hasil dari beberapa penelitian di atas, 

nampak bahwa penelitian ini memiliki urgensitasnya sendiri dalam segi 

relevansinya dan kebaruannya. 

 

E. Tujuan Penelitian 

      Setelah melihat dari rumusan masalah di atas maka tujuan 

diadakannya penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui deskripsi pendapat Muh{ammad Syah}ru>r tentang 

syarat istri kedua harus janda dan beranak yatim relevansinya terhadap 

rencana perubahan KHI. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Muh{ammad 

Syah}ru>r tentang syarat istri kedua harus janda dan beranak yatim serta 

relevansinya terhadap rencana perubahan KHI. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan mampu 

memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam memahami praktik 
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poligami dari pemikiran ulama kontemporer yang menafsirkan ayat 

Alquran dengan pendekatan/metode yang berbeda, yakni pendekatan 

bahasa atau hermeunitika. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dalam ranah pemikiran Islam pada 

umumnya, serta bermanfaat bagi studi hukum perkawinan Islam tentang 

praktik poligami dan problematikanya. Serta sebagai tawaran hukum 

terhadap rencana pembaharuan KHI yang relevan pada zamannya. 

 

G. Definisi Operasional 

      Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam 

penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut: 

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan yang 

mengatur perilaku mukallaf (fiqh), dan sumber hukum yang digunakan 

untuk menganalisis problematika poligami dalam hal ini syarat istri 

kedua perspektif Muh}ammad Syah}ru>r adalah berdasarkan Alquran dan 

hadith serta pendapat-pendapat para ulama juga teori-teori maqa>s{id al-

shari>’ah yang berkenaan dengan perkawinan khususnya pada praktik 

poligami. 

2. Poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah poligami menurut 

pendapat Muh{ammad Syah}ru>r tentang syarat istri kedua dan seterusnya 
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harus janda yang memiliki anak dan factor yang melatarbelakangi 

pemikiran Muh}ammad Syah}ru>r tersebut. 

3. Pembaharuan KHI adalah perumusan ulang bangunan metodologi 

alternatif ataupun hukum di dalam KHI. 

 

H. Metode Penelitian 

      Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

perpustakaan (Library Research). Adapun yang dimaksud dengan penelitian 

kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 

penelitian. Di dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik 

deskriptif-deduktif yaitu dengan mendeskripsikan secara jelas tentang 

praktik poligami menurut Muh{ammad Syah}ru>r kemudian dianalisis dengan 

cara berfikir deduktif yaitu dengan mengemukakan dalil umum tentang  

poligami lalu diikuti dengan pendekatan normatif yang dilandaskan pada 

analisis hukum Islam menggunakan teori Maqa>s{id al-Shari>’ah sebagai 

pijakannya untuk menelaah relevansi teori Muh{ammad Syah}ru>r sebagai basis 

pembaharuan KHI. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

A. Data yang dikumpulkan meliputi: 

a. Ketentuan atau aturan syarat istri kedua dalam poligami menurut 

Muh{ammad Syah}ru>r. 
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b. Ketentuan atau aturan syarat istri kedua dalam poligami menurut 

tinjauan hukum Islam. 

c. Relevansi rencana perubahan KHI dengan analisis hukum Islam 

terhadap pendapat Muh{ammad Syah}ru>r tentang syarat istri kedua. 

B. Sumber Data 

Sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sumber Primer, terdiri dari: 

1) Kompilasi Hukum Islam. 

2) Al-Kitab wa Alquran: Qira’ah Mu’as {irah; dan 

3) Nahwa Ushul Jadi>dah li al-Fiqh al-Islâmi. 

b. Sumber Sekunder, merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam 

pembahasan kitab-kitab kaidah fiqih di antaranya al-Muwafaqa>t fi> 

Ushu>l al-Sha>ri’ah karya Imam al-Shat{ibi, Thamrat al-Mard}liyah 

karya KH. Yahya Husnan dan buku-buku Maqa>s{id al-Shari’ah yang 

berkaitan dengan ketentuan syarat istri kedua di dalam poligami. 

c. Termasuk dalam kategori ini adalah bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian 

dan karya-karya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Serta 

bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer seperti kamus atau ensiklopedia 

d. Reverensi internet. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah 

dokumentasi data literer. Sehingga, langkah yang dilakukan peneliti 

adalah mencari sumber sumber data di atas baik di perpustakaan fisik 

maupun di perspustakaan elektronik. 

D. Teknik Pengolahan Data 

 Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka teknik 

pengolahan data yang penulis lakukan yaitu: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data-data yang 

diperoleh.
30

 Setelah data terkumpul, maka kegiatan selanjutnya 

adalah memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi 

yaitu. Kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi dan 

keseragaman dengan permasalahan. 

b. Organizing, yaitu kegiatan mengatur dan menyusun bagian-bagian 

sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur. Kegiatan ini 

dilakukan untuk menyusun data dengan sistematis untuk 

memperoleh gambaran yang jelas untuk menyusun laporan skripsi 

ini. 

E. Teknik Analisis Data  

 Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulis 

menganalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, yaitu 

data yang disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif 

                                                           
30

 Bandung Waluyo, Penetapan Hukum dalam Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50. 
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(content analysis) atau peneliian yang bersifat pembahasan mendalam 

terhadap isi dengan langkah-langkah, seperti: klasifikasi, sistematisasi, 

dan analisis dasar suatu simpulan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

      Rangkaian pembahasan dalam sebuah penelitian harus berkaitan satu 

sama lain dalam satu bingkai kajian. Untuk itu, agar dapat dilakukan lebih 

runtut dan terarah, penelitian ini dibagi dalam empat bab pembahasan. 

Adapun sistematisasi empat bab tersebut adalah sebagai berikut: 

     Bab pertama berisi pendahuluan yang medeskripsikan secara utuh 

seputar penelitian ini. Karenanya, ulasan bab ini terdiri dari; latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka 

pemikiran, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan.  

Bab ini sebagai kerangka dari seluruh isi penelitiannya. Sedangkan secara 

rinci, hasil penelitian tersebut  penulis ulas dalam beberapa bab selanjutnya. 

     Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang hukum poligami dan 

Maqa>s{id al-Shari’ah yang meliputi: pengertian poligami, dasar hukum 

poligami, syarat-syarat poligami, poligami dalam Kompilasi Hukum Islam 

dan kedudukan Maqa>s{id al-Shari’ah dalam penetapan hukum Islam. 

      Bab ketiga berisi ulasan tentang deskripsi teori Syah}ru>r tentang syarat 

istri kedua. Untuk lebih memperdalam ulasannya, penulis akan 

mengawalinya dari biografi singkat Syah}ru>r dan gagasan pemikiran 

Muh{ammad Syah}ru>r tentang poligami.  
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      Bab keempat adalah merupakan kajian analisis atau jawaban dari 

rumusan permasalahan. Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori bahwa 

terdapat tiga variabel pokok yang menjadi titik utama penelitian ini, yaitu 

analisis hukum Islam terhadap syarat poligami, analisis Maqa>s{id al-Shari’ah 

terhadap teori Muh{ammad Syah}ru>r tentang poligami dan analisis tentang 

relevansi pendapat Muh{ammad Syah}ru>r dengan rencana perubahan KHI.  

      Bab kelima adalah Penutup berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

ini berisi jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama yang 

selanjutnya penulis memberikan sumbang saran sebagai refleksi terhadap 

realita yang terjadi saat ini.  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS-YURIDIS TENTANG POLIGAMI DAN 

TEORI MAQA>S{ID AL-SHA>RI’AH 

 

A. Pengertian Poligami 

     Dari segi bahasa, poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu penggalan 

dari dua kata poly atau polus  yang berarti ‚banyak‛ dan gamein atau gomus 

yang berarti ‚perkawinan‛.
31

 Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan 

berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari definisi ini, 

dapat dikatakan bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi 

dalam jumlah yang tidak terbatas.
32

 Dalam Ensiklopedi Nasional, poligami 

diartikan suatu pranata perkawinan yang memungkinkan terwujudnya 

keluarga yang suaminya memiliki lebih dari seorang istri atau istrinya 

memiliki lebih dari seorang suami.
33

 

     Ada istilah lain yang maknanya mendekati makna poligami yaitu 

poligini (Yunani), kata ini berasal dari kata poli atau polus yang artinya 

‚banyak‛ dan gini atau gene artinya ‚istri‛, jadi poligini artinya beristri 

banyak.
34

 Istilah lainnya yang juga mendekati makna poligami adalah 

                                                           
31

 Istibsyaroh, Poligami dalam Cita dan Fakta (Jakarta: Mizan Publika, 2004), 2. 
32

 Anik Farida, Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks dan Praktek (Jakarta: Balai 

Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), 15. 
33

 -------, Ensiklopedi Nasional Indonseia (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), 306. 
34

 Badriyah Fahyimi, dkk., Isu-Isu Gender Dalam Islam, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 

2002) 40. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27 
 

 

poliandri yaitu seorang wanita mempunyai suami dua atau lebih dalam 

waktu yang sama.
35

 

          Istilah yang lebih tepat yang dimaksudkan oleh penyusun 

sesungguhnya ialah ‚poligini‛, yaitu seseorang suami mempunyai dua atau 

lebih istri dalam waktu yang sama, sedangkan ‚poligami‛ adalah untuk 

menyebut perkawinan lebih dari satu, baik laki-laki maupun perempuan. 

Istilah poligami sering dipakai untuk mengacu kepada poligini saja karena 

praktek ini lebih sering diamalkan daripada poliandri. Selanjutnya, dalam 

pembahasan ini penyusun menggunakan istilah poligami untuk menyebut 

seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri. 

       

B. Dasar Hukum dan Syarat Poligami 

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat 

perhatian khusus sari Allah SWT. Sehingga tidak mengherankan jika Allah 

meletakkannya pada permulaan surat al-Nisa>‘ dalam Kitab-Nya yang mulia. 

Dalam ayat tersebut terdapat dasar ketentuan dan syarat-syarat poligami. 

1. Dasar Hukum Poligami     

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai dalil poligami 

adalah; 

 

 

                                                           
35

 Nasaruddin Umar,  Fikih Wanita untuk Semua (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), 93. 
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a. QS. al-Nisa>‘ (4):3 

فْ  مْ  كَإِ تُ فْ لَّ  خِ وا أَ طُ سِ قْ ػُ ى   فِ  ت امَ تَ يَ لْ وا ا حُ كِ انْ ا فَ ابَ  مَ مْ  طَ كُ نَ  لَ اءِ  مِ  النِّسَ
نَ   ػْ ث ثَ  مَ لََ اعَ  كَثُ فْ  ۚ   كَرُبَ إِ مْ  فَ تُ فْ لَّ  خِ وا أَ لُ دِ عْ ػَ ةً  ت دَ وَاحِ كْ  فػَ ا أَ تْ  مَ كَ لَ  مَ

مْ  كُ نُ اَ يْْ كَ ذَ   ۚ   أَ نَ   لِ دْ لَّ  أَ وا أَ ولُ عُ  تػَ

Artinya : ‚Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya‛. (Q.S. Al-Nisa>‘ 

:3)
36

 

Perlu juga diungkapkan di sini bahwa tidak boleh lepas dari ayat 

ini adalah setting sebab-sebab turunnya (asba>b al-nuzu>l) yakni turun 

ketika terjadi perang Uhud, di mana pasukan Islam mengalami kekalahan 

yang besar. Dalam peperangan, yang maju ke medan laga adalah kaum 

laki-laki, otomatis banyak yang menjadi korban perang adalah laki-laki, 

dan laki-laki pada waktu itu menjadi barang yang langka karena 

populasinya berkurang. Sebaliknya, banyak wanita yang tadinya 

bersuami menjadi janda. Demikian juga dengan anak-anak, banyak yang 

menjadi anak yatim karena bapaknya gugur di medan perang. Sangatlah 

wajar jika poligami pada masa itu diperbolehkan dan dijadikan sebagai 

solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah umat.
37

 

فْ    مْ  كَإِ تُ فْ لَّ  خِ وا أَ طُ سِ قْ ػُ ى   فِ  ت امَ تَ يَ لْ وا ا حُ كِ انْ ا فَ ابَ  مَ مْ  طَ كُ نَ  لَ اءِ  مِ  ...النِّسَ

                                                           
36

 Departemen Agama RI Mushaf Al Azhar Al Quran dan Terjemah…,77. 
37

 Badriyah Fahyimi, dkk., Isu-Isu Gender dalam Islam, 48. 
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Ayat di atas diturunkan, ketika saat itu ada seorang laki-laki 

menguasai (memelihara) anak yatim yang kemudian dikawini tanpa 

mahar atau dengan mahar yang lebih kecil dibanding dengan mahar yang 

lazim diberikan kepada wanita lain. Sehubungan dengan itu kemudian 

Allah menurunkan ayat ini
38

 

Laki-laki yang diceritakan di atas bernama Urwah bin Zubair. Ia 

mempunyai seorang anak yatim yang hidup di dalam pengawasannya. 

Anak yatim itu mempunyai paras yang cantik dan mempunyai harta 

warisan yang banyak dari peninggalan orang tuanya. Urwah berkehendak 

untuk menikahi anak yatim ini, di samping untuk mendapatkan 

kecantikan dan harta anak yatim tersebut.
39

 

Sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari 

dalam S{ahih al-Bukhari: 

ثػَنَا ، عَنِ  شُعَيْبٌ، أَخْبػَرَناَ الْيَمَافِ، أبَوُ حَدَّ ثُ  الزُّبػَيْرِ  بْنُ  عُرْكَةُ  كَافَ  قاَؿَ  الزُّىْريِِّ  سَأَؿَ  أنََّوُ  يَُُدِّ
 لَكُمْ  طاَبَ  مَا فاَنْكِحُوا الْيَتَامَى فِ  تػُقْسِطوُا لَ  أفَْ  خِفْتُمْ  كَإِفْ  {  – عنها الله رضى ػ عَائِشَةَ 

 يػَتػَزَكَّجَهَا أَفْ  كَيرُيِدُ  كَمَالِذاَ، جََاَلِذاَ فِ  فػَيػَرْغَبُ  كَليِػِّهَا، حَجْرِ  فِ  الْيَتِيمَةُ  ىِيَ  قاَلَتْ }النِّسَاءِ  مِنَ 
 الصَّدَاؽِ، إِكْمَاؿِ  فِ  لَذنَُّ  يػُقْسِطوُا أَفْ  إِلَّ  نِكَاحِهِنَّ، عَنْ  فػَنػُهُوا نِسَائهَِا، سُنَّةِ  مِنْ  بأَِدْنَ 
 الله صلى اللَّوِ  رَسُوؿَ  النَّاسُ  اسْتػَفْتَ  ثَُّ  عَائِشَةُ  قاَلَتْ  النِّسَاءِ  مِنَ  سِوَاىُنَّ  مَنْ  بنِِكَاحِ  كَأمُِرُكا

 قاَلَتْ  }فِيهِنَّ  مْ يػُفْتِيكُ  اللَّوُ  قُلِ  النِّسَاءِ  فِ  كَيَسْتػَفْتُونَكَ  {  كَجَلَّ  عَزَّ  اللَّوُ  فأَنَػْزَؿَ  بػَعْدُ  كسلم عليو
 َ  يػُلْحِقُوىَا كلََْ  نِكَاحِهَا، فِ  رَغِبُوا كَمَاؿٍ  جََاَؿٍ  ذَاتَ  كَانَتْ  إِذَا الْيَتِيمَةَ  أفََّ  ىَذِهِ  فِ  اللَّوُ  فػَبػَيَّ

هَا مَرْغُوبةًَ  كَانَتْ  فإَِذَا الصَّدَاؽِ، بإِِكْمَاؿِ  بِسُنَّتِهَا  كَالْتَمَسُوا تػَركَُوىَا كَالَْْمَاؿِ  الْمَاؿِ  قِلَّةِ  فِ  عَنػْ

                                                           
38

 Mu‟ammal Hamidy, dkk., Tafsr Ayat Ahkam Ash-Shabuni (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 355. 
39

 Ibid. 
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رَىَا ركُُونػَهَا فَكَمَا قاَؿَ  النِّسَاءِ، مِنَ  غَيػْ هَا يػَرْغَبُوفَ  حِيَ  يػَتػْ  رَغِبُوا إِذَا يػَنْكِحُوىَا أَفْ  لَذمُْ  فػَلَيْسَ  عَنػْ
.حَقَّهَا كَيػُعْطوُىَا الصَّدَاؽِ  مِنَ  الَْكْفَ  لَذاَ يػُقْسِطوُا أَفْ  إِلَّ  فِيهَا

40
 

Artinya: ‚Telah bercerita kepada kami Abu al-Yaman telah 

mengabarkan kepada kami Shu’aib dari az-Zuhriy berkata ‘Urwah bin 

az-Zubair bercerita bahwa dia pernah bertanya kepada ‘Aishah 

radliallahu ‘anha tentang firman Allah Q.S. al-Nisa>‘ ayat 3 yang artinya: 

(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi …). ‘Aishah menjawab: ‚Yang 

dimaksud ayat itu adalah seorang anak perempuan yatim yang berada 

pada asuhan walinya, lalu walinya itu tertarik dengan kecantikan dan 

hartanya dan berhasrat untuk mengawininya namun memberikan haknya 

lebih rendah dari yang bisaa diberikan kepada istri-istrinya sebelumnya 

maka mereka dilarang menikahinya kecuali bila mereka dapat berlaku 

adil kepada mereka, dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-

wanita lain selain mereka‛. ‘Aishah berkata: ‚Kemudian orang-orang 

meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam setelah 

itu, maka Allah ‘azza wajalla menurunkan firman-Nya QS. al-Nisa>‘ ayat 

126 yang artinya (dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para 

wanita. Katakanlah; Allah akan memberikan fatwa kepada kalian 

tentang mereka..) ‘Aishah berkata: ‚Maka Allah menjelaskan dalam ayat 

ini bahwa seorang anak yatim perempuan jika memiliki kecantikan dan 

harta lalu walinya berhasrat menikahinya namun tidak memberikan 

haknya dengan melengkapi mahar sebagaimana semestinya. Namun bila 

anak yatim perempuan itu tidak memiliki harta dan kecantikan mereka 

meninggalkannya dan mencari wanita selain mereka‛. Beliau bersabda: 

‚Sebagaimana mereka tidak menyukainya disebabkan sedikit hartanya 

dan tidak cantik lalu meninggalkannya maka mereka juga tidak boleh 

menikahinya saat tertarik kecuali bila mereka dapat berlaku adil 

kepadanya dengan menunaikan maharnya secara wajar serta memberikan 

hak-haknya‛.‛
41

 

Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ketika 

menafsirkan surat al-Nisa>‘ ayat 3, ‚maksudnya, jika ada perempuan 

yatim dalam perlindunganmu dan kamu khawatir tidak dapat 

                                                           
40

 Imam al-Hafidz Abi „Abdillah Muh{ammad bin Ismail al-Bukhari, S{ahih Bukhari, jilid IV, 

Kitab al-Washaya, bab Qoulillahi Ta‟ala surat al-Nisa>„:2-3, No. Hadith 2763 (Riyadh: 

Darussalam, t.t) 31-32. 
41

 Mu‟ammal Hamidy, dkk., Tafsr Ayat Ahkam Ash-Shabuni,... 355. 
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memberinya mahar yang memadai, maka beralihlah kepada wanita 

selainnya, sebab wanita lain juga masih banyak, dan Allah tidak 

mempersulitnya.
42

 

نَ  ... ثػْ ثَ  مَ لََ اعَ  كَثُ  ...كَرُبَ

Nash selanjutnya yakni, perintah menikahi wanita yang 

dikehendaki (selain wanita yatim) dua, tiga atau empat. Informasi dari 

Allah ini menunjukkan bahwa seorang pun tidak boleh, selain Rasulullah, 

menikahi lebih dari empat orang wanita, sebab yang demikian itu 

merupakan kekhususan untuk Rasulullah SAW.
43

 

Berikut hadith yang menjadi dasar hukum tentang jumlah yang 

diperbolehkan dalam berpoligami: 

 عبد بن سال عن ازىري معمرعن عن عركبة أبي بن سعيد عن عبدة حدثنا ىناد حدثنا
 فاسلمن الْاىلية ف نسوة عشرة كلو لماس الثقفي سلَمة بن غيلَف اف عمر بن عن الله

.منهن اربعا يتخير اف كسلم عليو الله صل النبي فامره معو
44 

Artinya: ‚Hadith diceritakan dari Ibnu ‘Umar dari Salim bin ‘Abdillah 
dari az-Suhri dari Ma’mar dari Sa’id bin Abi ‘Arubah dari ‘Abdah dari 
Hannad, bahwa Ghilan bin ath-Thaqif masuk Islam sedang dia memiliki 
10 orang istri. Maka Rasulullah SAW. bersabda, ‚pilihlah empat dari 10 
orang wanita itu‛.‛45

 

Perbedaan juga muncul dalam penafsiran kalimat ‚mathna> wa 

thula>tha wa ruba>’‛ dalam ayat di atas. Menurut madzhab Syi’ah, kalimat 

mathna> wa thula>tha wa ruba>’ menunjukkan penjumlahan (al-Jam’), 

sehingga jika ditambahkan, maka hasilnya adalah sembilan. Sedangkan 

                                                           
42

 Syihabuddin, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 645. 
43

 M. Quraish Syihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran (Jakarta: Lentera 

Hati, 2002), 324. 
44

 Al-Imam al-Hafidz Muh{ammad bin „Isa bin Surah at-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi (Beirut: Dar 

al-Fikr, t.t), jilid III, 435. 
45

 Syihabuddin, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,... 645. 
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bagi kelompok Zhahiri, menjadi berjumlah delapan belas orang, karena 

kata ‚wa‛ dalam kalimat tersebut berarti ‚dikali‛, sehingga dua kali dua, 

ditambah dua kali tiga dan ditambah dua kali empat. Menanggapi hal 

tersebut, Imam al-Qurthubi menyebutkan bahwa pendapat yang seperti 

ini adalah pendapat orang yang tidak mengerti bahasa Arab dan tidak 

tahu dengan sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah.
46

 

فْ  إِ مْ  فَ تُ فْ لَّ  خِ وا أَ لُ دِ عْ ػَ ةً  ت دَ وَاحِ ػَ كْ  ف ا أَ تْ  مَ كَ لَ مْ  مَ كُ نُ اَ يْْ كَ ذَ   ۚ   أَ نَ   لِ دْ لَّ  أَ  أَ
وا ولُ عُ  ...تػَ

Firman Allah Ta’ala, ‚jika kamu khawatir tidak dapat berlaku 

adil, maka nikahi seorang saja atau budak yang kamu miliki‛. Yakni, jika 

banyaknya istri itu mengkhawatirkanmu tidak dapat berlaku adil di 

antara mereka, sebagaimana firman Allah Ta’ala, ‚sekali-kali kamu tidak 

dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat 

menginginkan berbuat adil‛. Jika kamu khawatir berbuat dzalim, maka 

kawinlah dengan seorang wanita saja atau dengan beberapa budak 

perempuan yang ada dalam kuasamu sebab pemberian giliran di antara 

budak-budak bukan suatu kewajiban, namun merupakan anjuran. Jika 

dilakukan, maka hal itu baik dan jika ditinggalkan maka tidak apa-apa. 

Firman Allah Ta’ala, ‚Hal itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya‛ 

berarti kamu tidak berbuat aniaya.
47

 

                                                           
46

 Muh{ammad Abu Zahra, Ahwal Al-Syakhsiyyah (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t) 89. 
47

 Ibid, 651. 
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Menurut al-Maraghi, ayat ke-3 pada surat an-Nisa tersebut dapat 

diartikan menolak poligami, atau paling tidak lebih memperketat 

pelaksanaan poligami. Karena ayat ini menegaskan ketidakmampuan 

seseorang belaku adil di antara istri-istrinya.
48

 

Muh{ammad Quraish Shihab berpendapat hampir sama dengan 

Ahmad Musthafa al-Maraghi, bahwa beliau mengatakan poligami itu 

bukanlah merupakan suatu anjuran kewajiban, melainkan merupakan 

suatu kebolehan yang diibaratkan dengan pintu darurat kecil, yang hanya 

bisa dilalui di saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. 

Dan menurutnya bahwa yang dimaksud dengan adil dalam surat al-Nisa>‘ 

ayat 129 adalah keadilan di bidang immaterial (cinta). Itu sebabnya bagi 

yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya demi berkelebihan 

dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah 

tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih menutup pintu poligami serapat-

rapatnya.
49

 

Kata ‚fankih}u>‛ yang terbentuk dari fi’il al-amr  dalam ayat ini 

mengisyaratkan kewajiban (li al-wuju>b) atau hanya boleh (li al-ibah}a>h)? 

Menurut jumhur ulama, demikian diuraikan oleh Ali ash-Shabuni, 

ayat tersebut mengisyaratkan untuk kebolehan (ibaha>h), bukan wajib, 

hal serupa juga ditemui dalam ayat yang menyatakan tentang makan dan 

minum, seperti ‚kulu> wasyrabu>‛. Sementara ahlu al-Zhahir 

menyebutkan, bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban menikah bagi 

                                                           
48

 Nasaruddin Umar,Fikih Wanita Untuk Semua,... 101. 
49

 M. Quraish Syihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran,... 321-322. 
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seorang muslim, karena al-amru li al-wuju>b. Sedangkan Fakhru al-Razi 

menyatakan, dalam ayat ini Allah menetapkan, bahwa meninggalkan 

perkawinan dalam bentuk seperti ini (poligami) adalah lebih baik 

daripada mengerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini bukan 

menunjukkan kesunnahan menikah lebih dari satu, apalagi menunjukkan 

wajib.
50

 

Keadilan ditetapkan sebagai syarat dalam poligami, itu berarti 

menuntut manusia mencapai kekuatan moral paling tinggi. 

Melaksanakan keadilan dan berpantang dari tindakan diskriminasi 

terhadap istri-istri merupakan tugas paling sulit bagi suami. Hal inilah 

yang dimaksud dengan tidak akan sanggup berlaku adil.
51

 

b. QS. al-Nisa>‘ (4):129 

 كَالْمُعَلَّقَةِ  فػَتَذَرُكىَا الْمَيْلِ  كُلَّ  تَميِلُوا فَلَ حَرَصْتُمْ  كَلَوْ  النِّسَاءِ  بػَيَْ  تػَعْدِلُوا أَفْ  تَسْتَطِيعُوا كَلَنْ 
 رَحِيمًا غَفُوراً كَافَ  اللَّوَ  فإَِفَّ  كَتػَتػَّقُوا تُصْلِحُوا فْ كَإِ 

Artinya: ‚Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara 

istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu 

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga 

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan 

perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.‛ (QS. al-Nisa>‘ (4):129)
52

 

     Kata al-‘Adl pada ayat ini diartikan ‚sama‛. Menurut al-Baidlawi 

kata ‘adl pada ayat ini adalah tidak condong sedikit pun kepada salah satu 

istri sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dengan membagikan 

                                                           
50

 Ali Ash Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam Minal Quran,... 192. 
51

 Anik Farida, Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks dan Praktek,... 25. 
52

 Departemen Agama RI, Alquran  dan Terjemahnya,... 143. 
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bagiannya kepada para istrinya. Doa Nabi ‚Ya Allah, inilah pembagianku 

yang aku mampu, maka janganlah Engkau cela aku pada sesuatu yang 

Engkau mampu dan aku tidak mampu‛ (Abu Daud berkata; yaitu hati).
53

 

     Hal ini mengindikasikan bahwa Rasul membagi hak dan kewajiban 

kepada para istrinya dengan adil dalam hal kasih sayang. Begitu pun yang 

dimaksud dalam ayat ini bahwa jika seorang suami memiliki dua istri 

maka hendaklah ia berlaku adil dengan semampunya, tidak condong 

berbuat baik kepada salah satunya dan membenci yang lainnya. 

Rasulullah SAW bersabda: 

ثػَنَا ثػَنَا الطَّيَالِسِيُّ  الْوَليِدِ  أبَوُ حَدَّ ثػَنَا هَََّا ـٌ حَدَّ  بْنِ  بَشِيرِ  عَنْ  أنََسٍ  بْنِ  النَّضْرِ  عَنْ  قػَتَادَةُ  حَدَّ
 إِلَ  فَمَاؿَ  امْرأَتَاَفِ  لَوُ  تْ كَانَ  مَنْ  قاَؿَ  كَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَّوُ  صَلَّى النَّبيِّ  عَنْ  ىُرَيػْرةََ  أَبي  عَنْ  نََيِكٍ 

.مَائِلٌ  كَشِقُّوُ  الْقِيَامَةِ  يػَوْ ـَ جَاءَ  إِحْدَاهَُاَ
54

 

Artinya: ‚Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Basyir bin Nahyik dari 

Nadlri bin Anas menceritakan kepada kami Qatadah menceritakan pada 

kami Hammam menceritakan pada kami Abu al-Walid at-Tayalisi, bahwa 

Nabi SAW bersabda ‚Barang siapa yang memiliki dua orang istri 

kemudian ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya. Maka ia 

akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring‛.‛ 

     Dapat disimpulkan bahwa makna kata ‘adl berkaitan dengan 

sesuatu yang bersifat immateri yaitu bersifat abstrak dan keadilan dengan 

menggunakan term al-‘Adl sangat sulit dilakukan.
55

 

 

                                                           
53

 Imam al Hafidz Abu Daud Sulaiman bin al-Asy‟ats as-Sijistani al-Adzdi, Sunan Abi Daud, jilid 

I, Kitab al-Nikah, bab fi Al-Qism baina Al-Nisa>„, No. Hadith 2134,... 242. 
54

 Ibid. 
55

 Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu‟jam Maqayiz Al-Lughah, (Beirut: Dar Al-

Fikr, t.t), 246. 
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2. Syarat Poligami 

Dengan mengutip pendapat para ulama, Abu Zahra menyebutkan 

bahwa dalam ayat 3 al-Nisa>’ ini jelas sekali terdapat pembatasan dan 

syarat yang harus dipegang dalam poligami:
56

 

a. Berlaku adil kepada para istri. Para mufassir menyebutkan bahwa 

kebolehan poligami terikat dengan syarat harus berlaku adil 

kepada istri. 

b. Harus ada kemampuan untuk menafkahi para istri dan 

melaksanakan kewajiban-kewajiban. 

c. Dengan batasan empat orang istri. 

Muh{ammad ‘Abduh juga mengatakan bahwa boleh saja seorang 

laki-laki kawin lebih dari satu, tetapi harus memenuhi syarat adil 

sebagaimana ditegaskan dalam al-Nisa>’ ayat 3. Namun, ia mengatakan 

bahwa syarat adil ini sesungguhnya teramat susah (untuk tidak 

menyebut mustahil) dicapai seorang laki-laki. Apalagi ‘Abduh menganut 

pendapat Abu Hanifah bahwa keadilan dalam ayat tersebut meliputi 

tempat tinggal, pakaian, makanan dan hubungan suami istri. Oleh karena 

itu, bagi Muh{ammad ‘Abduh seharusnya poligami dilarang.
57

  

Mengenai mampu menafkahi, sebenarnya bukan hanya sebagai 

syarat poligami melainkan juga menjadi syarat perkawinan. Adapun 

                                                           
56

 Muh{ammad Abu Zahra, Ahwal Al-Syakhsiyyah,... 91. 
57

 Hartono Ahmad Jaiz, Wanita antara Jodoh, Poligami dan Peselingkuhan (Jakarta: Al-Kautsar, 

2007), 119. 
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pembatasan jumlah menjadi syarat poligami karena jika tidak dibatasi, 

maka keadilan akan sulit ditegakkan. 

 

C. Konsep Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam 

Poligami di Indonesia telah diatur dalam undang-undang yang lahir 

dari Instruksi Presiden (Inpres) pada tahun 1991 berupa Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). Ada tiga tema besar yang tercantum dalam KHI, yaitu; hukum 

perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Hal ini berarti bahwa 

hukum perkawinan Islam menjadi hukum positif di Indonesia, yang 

kemudian dikenal dengan hukum perkawinan dan di dalamnya telah diatur 

pula tentang beristri lebih dari satu orang (poligami). 

1. Pengertian Poligami Menurut KHI 

Secara eksplisit, KHI tidak menyebutkan bagaimana pengertian 

atau makna sesungguhnya dari kata ‚poligami‛ itu. Namun, dalam pasal 

55 ayat 1 disebutkan bahwa ‚Beristri lebih dari satu orang pada waktu 

bersamaan...‛ dari sini dapat diketahui, bahwa poligami ialah ikatan 

perkawinan yang salah satu pihak, yaitu suami mengawini beberapa 

orang istri pada waktu yang sama. Jadi, apabila seorang suami yang telah 

memiliki seorang istri namun istrinya tersebut telah meninggal atau 

telah diceraikan lalu kemudian suami tersebut menikah lagi dengan 

wanita lain, hal itu tidak dapat dikatakan poligami, akan tetapi 

monogami. Kecuali apabila, istri tersebut belum diceraikan lalu suami 

menikah lagi, maka itu baru dapat dikatakan poligami. 
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2. Syarat Poligami Menurut KHI      

Syarat-syarat dibolehkan praktik poligami dalam KHI 

diungkapkan pada pasal 55, ini lebih ditujukan kepada seorang suami 

yang hendak berpoligami, yaitu: 

1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas 

hanya sampai empat orang istri. 

2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu 

berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 

3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 

dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang 

Kemudian dalam BAB IX KHI Pasal 57, tertulis bahwa 

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan 

beristri lebih dari satu apabila: 

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; dan 

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Syarat-syarat pada pasal 57 ini ditujukan kepada istri sebelumnya 

bukan pada calon istri berikutnya, sehingga dalam KHI tidak terdapat 

syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri kedua dan berikutnya yang 

hendak dipoligami. 
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Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud 

untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan 

secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 

56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: 

Pasal 56  KHI: 

1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus 

mendapat izin dari Pengadilan Agama. 

2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau ke 

empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai 

kekuatan hukum. 

Pasal 57 KHI: 

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan 

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin 

poligami, kemudian ia memriksa berdasarkan Pasal 57 KHI : 
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1) Ada atau tidaknya alasan yang memugkinkan seorang suami 

kawin lagi; 

2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan 

maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan 

persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan 

sidang pengadilan; 

3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin 

keperluan hiduo istri-istri dan anak-anak, dengan 

memperlihatkan: 

a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 

ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau 

b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau 

c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. 

Pasal 58 ayat (2) KHI 

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat 

diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada 

persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan 

istri pada sidang Pengadilan Agama. 

Kalau sang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan 

permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah 

satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57,  Pengadilan 

Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan 
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mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, 

dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding 

atau kasasi (Pasal 59 KHI).  

 

D. Kedudukan Maqa>s{id al-shari>‘ah Dalam Penetapan Hukum Islam 

1. Definisi Maqa>s{id al-shari>‘ah 

Dalil pokok dan sumber utama agama Islam adalah Alquran yang 

mengandung berbagai ajaran baik akidah, ibadah maupun akhlak. 

Sebagai sumber ajaran, Alquran tidak menjelaskan hukum, peraturan-

peraturan dan ajarannya dengan rinci terutama tentang ibadah dan 

mu’amalah. Dari semua isi Alquran hanya terdapat 368 ayat yang 

berkaitan dengan aspek-aspek hukum.
58

 Hal ini mempunyai makna 

bahwa sebagian besar masalah-masalah yang berhubungan dengan 

hukum Islam yang ada dalam Alquran hanya diberikan dasar-dasar dan 

prinsip-prinsipnya saja. Alquran berisi ayat-ayat yang ijma>ly, bertolak 

dari dasar dan prinsip tersebut maka Nabi Saw menjelaskan dan 

menuangkannya melalui hadith-hadithnya, baik secara qauli, ’amali 

maupun taqri>ri. 

Berdasarkan kedua sumber Alquran dan al-hadith tersebut, aspek-

aspek hukum yang berhubungan dengan bidang mu’amalah dikaji dan 

dikembangkan oleh para ulama dan para mujtahid diantaranya adalah 

imam al-Sha>t{ibi yang telah mencoba mengembangkan prinsip-prinsip 

                                                           
58

 Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 1986), 7-8. 
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yang ada didalam kedua sumber hukum Islam tersebut dan 

mengaitkannya dengan maqa>s{id al-shari>’ah.\ 

Dari segi bahasa maqa>s{id al-shari>‘ah berasal dari dua kata, yaitu 

kata maqa>s{id dan syar’iyah. Maqa>s{id maknanya adalah maksud atau 

tujuan yang terambil dari kata يقصد - قصد  
59

 kemudian berubah bentuk 

menjadi maqs{u>d dengan jamaknya maqa>s{id. Sementara kata shari>‘ah 

bermakana
60

الداء الي تحدر الدواضع    artinya jalan menuju sumber air, jalan 

menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber 

kehidupan. Orang Arab dahulu menggunakan kata ini untuk 

menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara 

permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan 

demikian, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (the clear 

path or the highway to be followed).
61

 

Adapun secara terminologi
62

, Mah{mud Shaltut mengartikulasikan 

syari’at itu dengan bahasa yang lebih tegas dan lugas mengatakan: 

 علَقتو ف نفسو بها الإنساف ليأخذ أصولذا شرع أك الله شرعها الت النظم ىى الشريعة
 علَقتو ك, بالكوف علَقتو ك, الإنساف بأخيو علَقتو ك, الدسلم بأخيو علَقتو ك, بربو

 بالحياة

                                                           
59

 Atabik Ali, Kamus Kontemporer (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 

1996), 1454. 
60

 Yusuf Al-Qardlawi, Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran 

Liberal (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 13. 
61

 Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence (Islamabad: Islamic Research 

Institute, 1970), 7. 
62

 M. Subhan, Tafsir Maqa>s{idi: Kajian Tematik Maqa>s{id al-Sha>ri‟ah (Lirboyo: Lirboyo 

Press, 2013), 2. 
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Artinya: Syariat itu adalah aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah 

Swt. untuk dijadikan sebagai pedoman dalam rangka melakukan 

konektifitas dengan Tuhannya, konektifitas dengan sesama saudaranya 

yang muslim, konektifitas dengan sesama manusia, konektifitas dengan 

kosmos, dan konektifitas dengan kehidupan 

 

Ulama Maroko, ‘Alal al-Fasi juga memberikan definisi untuk 

Maqa>s{id al-shari>‘ah, yaitu: 

 من حكم كل عند الشارع كضعها التي كالسرار منها الغاية الشّريعة بمقاصد الدراد
 احكامها

Artinya: Maqa>s{id al-shari>‘ah adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan 

syari’at dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap 

produk hukumnya. 

Ulama ushul fiqh mendefinisikan maqa>s{id al-shari>‘ah dengan 

makna dan tujuan yang dikehendaki sha>ri’ (pembuat syari’ah) dalam 

mensyari’atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. 

Maqa>s{id al-shari>‘ah di kalangan ulama ushul fiqh disebut juga asra>r al-

shari>’ah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang 

ditetapkan oleh sha>ri’ mewajibkan berbagai macam ibadah dengan 

tujuan menegakkan agama Allah SWT. Sementara menurut Wahbah al 

Zuhaili, maqa>s{id al-shari>‘ah berarti nilai-nilai dan sasaran syara’ yang 

tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. 

Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia 

shari>’ah, yang ditetapkan oleh Sha>ri’ (Allah) dalam setiap ketentuan 
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hukum. Menurut Shat{ibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu 

maslahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.
63

 

Dalam rangka pembagian Maqa>s{id al-shari>‘ah, aspek 

kemas{lahatan umat manusia baik di dunia  maupun di akhirat menjadi 

aspek penting dan menjadi inti dikarenakan ada hubungan dengan 

pemberlakuan syari’at Allah. Kemas{lahatan tersebut dapat diwujudkan 

apabila lima unsur pokok dapat dipelihara dan diwujudkan. Kelima 

unsure pokok (ushu>l al-khamsah) tersebut adalah agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta.  

2. Klasifikasi Maqa>s{id al-shar’iyah 

Dalam rangka usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur 

pokok tersebut di atas, Imam al-Sya>thibi membagi maqa>s{id al-shari>‘ah 

kepada tiga macam. 

Pertama, dari sisi sumber timbulnya, maka maqa>s{id al-shari>’ah 

akan terbagi ke dalam dua kategori: maqa>s{id pembuat syari’at (Allah 

dan Rasul-Nya), dan maqas{id penerima syari’at, al-mukallaf (manusia).
64

 

Pembagian ini tercermin dengan keberadaan tujuan pembuat syari’at 

yang mencakup seluruh kemaslahatan bagi umat manusia, dan tercermin 

pula dengan penyelarasan antara tujuan manusia mukallaf dengan tujuan 

                                                           
63

 Ahmad Musyahid Idrus, Urgensi Filsafat Hukum Islam Dalam Penetapan Hukum Islam: Kajian 

Filosofis Terhadap Persoalan Hukum Kontemporer (Makasar: Alauddin University Press, 2014), 

76. 
64

 Imam al-Sya>thibi, al-Muwa>faqa>t fī Ushu>l al-Syarī‟ah Juz II (Beirut: Dar al-Kutu>b al-

„Ilmiyyah, t.th.), 5. 
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pembuat syari’at (Allah dan Rasul-Nya). Tujuan Allah (qashdu al-sha>ri’) 

terbagi menjadi empat bagian: pertama; qashdu al-syari’ fi wadl’i al-

shari’ah (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). Kedua; qashdu al-

shari’ fi wadl’i shari’ah li al-ifha>m (tujuan Allah dalam menetapkan 

hukum adalah untuk difahami). Ketiga; qashdu al-syari’ fi wadl’i 

shari>’ah li al-taklif bi muqtadha>ha (tujuan Allah dalam menetapkan 

hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya). 

Keempat; qas{du al-shari’ fi dukhu>li al-mukallaf tahta ahka>mi al-shari’ah 

(tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum syari’ah). 

Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (qas{du al-

mukallaf) Imam al-Shat{ibi hanya membahas beberapa masalah saja.  

Kedua, klasifikasi dari sisi universalitas, terbagi menjadi dua 

kategori: maqa>s{id al-kulliyah dan al-juz’iyah. Maqa>s{id al-kulliyah adalah 

tujuan syari’at universal yang secara tangkas dapat dipahami oleh akal 

kita. Sedangkan yang dimaksud dengan maqashid al-juz’iyyah adalah 

tujuan-tujuan yang bersifat spesifik pada satu hukum, dan bisaa 

diungkapkan oleh fuqaha dengan istilah hikmah, rahasia atau sebab. 

Ketiga, pembagian dari sisi orisinalitas, terbagi ke dalam dua 

kategori yaitu : as{liyah (autentik) dan taba’iyah (pelengkap). Maqa>s{id 

as{liyah adalah tujuan utama yang sengaja direncanakan oleh pembuat 

shari>’at (Allah dan rasul-Nya), seperti tujuan terciptanya regenerasi 

umat manusia adalah tujuan utama dari disyari’atkannya pernikahan. 
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Maka terpenuhinya kebutuhan biologis bagi pasangan suami istri adalah 

merupakan maqa>s}id taba’iyah (tujuan pelengkap) sebagai penyempurna 

dari tujuan utama. Allah menurunkan shari>’at (aturan hukum) tiada lain 

selain agar manusia dapat mengambil kemaslahatan dan menghindari 

kemadaratan (Jalbu al-Mas}a>lih wa Dar’u al-Mafa>sid). Dengan bahasa 

yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah 

untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. 

Imam al-S{atibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga 

bagian penting yaitu d{aru>riyya>t (primer), h}a>jiyya>t (sekunder) dan 

tah}siniyat (tersier). D}aru>riya>t harus ada untuk menjaga kemaslahatan 

dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di 

dunia dan di akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh 

mana d}aru>riya>t tersebut hilang. Maqa>s{id al-d}aru>riya>t ini ada lima yaitu: 

menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan 

mejaga akal. Maqa>s{id al-ha>jiyat adalah untuk menghilangkan kesusahan 

dari kehidupan mukallaf. Sedangkan Maqa>s{id tah}si>iniya>t adalah untuk 

menyempurnakan kedua maqa>s{id sebelumnya, yang meliputi 

kesempurnaan adat kebisaaan dan akhlaq yang mulia.
65

 

Dalam maqa>s{id al-d}aru>riyya>t ini, pembebanan (takli>f) syariat 

diarahkan untuk menjamin tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. 

Apabila tidak terjamin, maka akan terjadi kerusakan. Penjagaan terhadap 
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 Ahmad al-Raisuni, Nadariya>t al- Maqāṣid,… 117. 
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tujuan ini dilakukan dari dua sisi, yakni 1) sisi wujud (ja>nib al-wuju>d), 

yaitu menegakkan rukun-rukun dan menetapkan kaidah-kaidah yang 

menopang terjaminnya maqa>s{id d}aru>ri>yat, dan 2) sisi tiada (ja>nib al-

‘adam), yaitu menghindarkan cacat yang mengakibatkan maqa>s{id 

d}aru>ri>yat tidak terjadi. Tujuan syariat dalam tingkatan ini terbagi 

ditujukan di dalam lima hal, meliputi:
66

 

a. Hifd} al-di>n, pembebanan syariat dalam rangka menjamin terjaganya 

agama dan keyakinan. Maka disyariatkan manusia untuk beribadah 

kepada Allah, menjalani semua perintah-Nya dan menjauhi semua 

larangan-Nya. 

b. Hifd} al-Nafs, pembebanan syariat dalam rangka menjamin 

keselamatan jiwa dan raga. Maka agama mengharamkan 

pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya 

dijatuhi hukuman qis}a>s. 

c. Hifd} al-Nasl, pembebanan syariat dalam rangka menjamin keturunan 

manusia tetap lestari. Maka agama mengharamkan zina, dan bagi 

yang melakukannya didera. 

d. Hifd} al-Ma>l, pembebanan syariat dalam rangka menjamin 

kepemilikan harta benda. Maka agama mengharamkan pencurian, 

bagi yang melakukannya diberi siksaan. 

e. Hifd} al-Aql, pembebanan syariat dalam rangka menjamin akal sehat 

manusia. Maka agama mengharamkan meminum minuman keras. 
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 Imam al-Sya>thibi, al-Muwa>faqa>t,… 265. 
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Dari kelima maqa>s{id al-sha>ri’ah di atas, para ulama’ berbeda 

pendapat tentang urutan yang harus ditempuh dalam menentukan 

maqa>s{id. Imam al-Sya>thibi menyebutkan bahwa urutan maqa>s{id dimulai 

dengan al-di>n, al-nafs,} al-nasl, al-ma>l dan al-‘aql alasannya adalah agama 

lebih diutamakan dari segalanya.
67

 Berbeda dengan Imam al-Sya>thibi, 

Ahmad Imam Mawardi dalam bukunya Fiqh Minoritas menukil 

pendapatnya Ahmad al-Raysu>niy dalam kitabnya yang berjudul al-Fikr 

al-Maqa>s{idiy, al-Raysu>niy menyatakan bahwa hifd} al-nafs harus 

didahulukan dari pada hifd} al-di>n, alasannya adalah jika tubuh tidak 

dijaga dengan baik maka tidak akan bisa melakukan perintah agama 

dengan baik.
68

 

Dalam maqa>s{id al-h}a>jiya>t tujuan dari pembebanan shari>’at 

diarahkan untuk menjamin kemaslahatan manusia dalam menjalankan 

aktifitasnya sehari-hari. Apabila tidak terjamin, meskipun tidak 

mengalami kerusakan atau kekacauan, manusia akan mengalami 

kesulitan-kesulitan yang memberatkan.
69

 Kemaslahatan yang dijamin di 

sini tidak menyebabkan rusaknya tatanan sosial dan hukum, namun 

sebagai upaya untuk meringankan manusia dalam melaksanakan sebuah 

hukum. Seperti contoh adanya rukhshah (keringanan) dalam 

melaksanakan puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh, 

                                                           
67

 Imam al-Sya>thibi, al-Muwa>faqa>t Juz II,… 265. 
68

 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqa>s{id al-

Sha>ri‟ah dari konsep ke pendekatan (Yogyakarta: LKiS, 2010), 219. 
69

 Imam al-Sya>thibi, al-Muwa>faqa>t Juz II,… 266. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49 
 

 

orang sakit, atau orang yang sudah tua renta sebagaimana yang telah 

diatur di dalam fiqih, menunjukkan bahwa di dalam melaksanakan 

ibadah, dalam kondisi tertentu diberikan keringanan supaya 

pelaksananya tidak merasa keberatan dan keterpaksaan.
70

 Hal ini tentu 

menimbulkan adanya kemaslahatan. 

Dalam hal maqa>s{id tah}si>niya>t juga penting karena berfungsi 

sebagai penyempurna dari kedua tujuan syariat sebelumnya. Tujuan dari 

pembebanan syariat pada tingkatan ini diarahkan pada etika atau nilai-

nilai kebaikan dan budi kehidupan manusia. Dalam kadar sekiranya 

manusia dapat bersikap dan berbudi pekerti yang sesuai dengan akal 

sehat.
71

 Misalnya, ajaran tentang kebersihan, berhias, sedekah, dan 

sebagainya. 

3. Aplikasi Maqa>s{id al-Shar’iyah 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan syariat adalah 

menciptakan kemaslahatan serta menolak kerusakan, muncul dua 

pertanyaan penting. Pertama, bagaimana cara mengetahui maqa>s{id al-

shar’iyah?; Kedua, bagaimana tata cara kerja maqa>s{id al-shari>‘ah 

sebagai sebuah pendekatan? 

Sebagai jawaban atas pertanyaan pertama, secara umum maqa>s{id al-

shari>‘ah dapat ditentukan melalui empat media, yakni: Alquran, hadith, 

istiqra’ (riset), serta al-ma’qu>l (logika). Alquran dan hadith seringkali 
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 Ibid, 267. 
71

 Ibid. 
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menyebutkan alasan atau tujuan dari adanya suatu hukum, namun 

terkadang alasan serta tujuannya hanya disebutkan secara tersirat bahkan 

tidak disebutkan sama sekali. Oleh karena itu, ‘illat dan tujuan hukum 

tersebut harus dicari dengan melakukan pengamatan serta penelitian 

secara mendalam sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan penetapan 

hukum. Langkah untuk mengetahui maqa>s{id al-shari>‘ah melalui istiqra’ 

(riset) atas ‘illat dapat dilakukan dengan cara penelitian terhadap 

hukum-hukum yang sudah ditentukan ‘illat hukumnya, dan dapat pula 

dengan penelitian atas dalil-dalil hukum yang memiliki ‘illat yang sama. 

Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu A>shur.
72

 

Terkait pertanyaan kedua, bagaimana tata cara berpikir dengan 

menggunakan maqa>s{id al-shari>‘ah sebagai pendekatan (maqa>s{id based 

ijtihad), Imam al-Sya>thibi telah memberikan kaidah dasar maqa>s{id. 

Adapun kaidah-kaidah maqa>s{id al-shari>‘ah di dalam kitab al-Muwa>faqa>t, 

menurut Imam Mawardi, secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 

tiga bagian, yakni: 

a. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tema maslahat dan mafsadat. 

Beberapa kaidah yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain: 

1) Kaidah pertama 

 معا كالعاجل العاجل ف العباد لدصالح ىو إنّّا الشرائع كضع

Penentuan hukum syariat adalah untuk kemaslahatan hamba, 

baik di dunia maupun di akhirat.
73
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 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas,… 208. 
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 Imam al-Sya>thibi, al-Muwa>faqa>t Juz II,… 262. 
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2) Kaidah kedua 

 أك الصلحة عظم بحسب تعظم الدعصية أك الطاعة أفّ  الشارع كضع من الدفهوـ
 عنها الناشئة الدفسدة

Yang bisa dipahami dari penentuan Syari’ adalah bahwa ketaatan 

dan kemaksiatan diukur berdasarkan tingkat kemaslahatan atau 

kemafsadatan yang ditimbulkan.
74

 

 

3) Kaidah ketiga 

 ىو ام بي كالتفرقة القتضاء دللة ف تساك على الفظ جهة من كالنواىي الْكامر
 من تعلم ل كراىة أك ، تحريم نَي ىو كما ، ندب أك ، كجوب أمر منها

 الفرؽ لنا حصل كما ، معلوـ غير منها فالْكثر بعض منها علم كإف ، النصوص
 تقع مرتبة أي كف ، الدصالح إل كالنظر الدعاني باتباع إل بينها

Perintah dan larangan dari sisi teks adalah sama dalam hal 

kekuatan dalilnya. Perbedaannya adalah apakah perintah tersebut 

bermakna wajib atau sunnah, dan larangan tersebut bermakna 

haram atau makruh tidak bisa diketahui hanya dari nas-nas, 

tetapi dari makna dan analisis berdasarkan kemaslahatan dan 

tingkatannya.
75

 

 
4) Kaidah keempat 

 ، العتياد حكم ف الدفسدة مع مناظرىا عند الغالبة ىي كانت اذا الدصلحة أفّ 
 العباد على الطلب كقع كلتحصيلها ، اشرع الدقصودة فهي

Apabila kemaslahatan bersifat dominan dibanding kemafsadatan 

di dalam hukum kebisaaaan, maka hal itulah yang menjadi 

maksud dari shara’ yang perlu diwujudkan.
76
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 Ibid, Juz II, 278. 
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5) Kaidah kelima 

 أفرادىا من فرد كل ف الدصلحة كجود يشترط ل للمصالح الدشركعة الحكاـ
 بحالذا

Hukum-hukum yang disyariatkan untuk tujuan kemaslahatan, 

tidak mengharuskan adanya kemaslahatan dalam setiap partikel 

yang ada secara bersamaan.
77

 

 

b. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dasar menghilangkan 

kesulitan.
78

 

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan dasar berpikir maqa>s}id 

kategori kedua adalah yang berisi tentang menghilangkan kesulitan. 

Kaidah-kaidah tersebut antara lain: 

1) Kaidah pertama 

 فيو كالعنات بالشّقّ  يفالتكل إل يقصد ل ااشّارع أفّ 
Sya>ri’ (Allah) memberikan beban taklif bukan bertujuan untuk 

menyulitkan atau menyengsarakan.
79

 

 

2) Kaidah kedua 

 ل نّوكلك ، مشقّة ك كلفة فيو يلزـ بما  التكليف إل قاصد الشّارع أفّ  ف نزع ل
 الدكلّفي على العائدة الدصالح من ذالك ف ما يقصد بل ، الدشقّة نفس يقصد

Tidak dipertentangkan bahwa Sya>ri’ telah menetapkan hukum 

takli>f yang di dalamnya terdapat beban dan kesulitan. Namun 

yang dikehendaki bukanlah kesulitan tersebut, namun 

                                                           
77

 Ibid, Juz I, 177. 
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 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas,… 215. 
79

 Imam al-Sya>thibi¸al-Muwa>faqa>t Juz I, … 228. 
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kemaslahatan yang kembali kepada mukallaf yang 

menjalankannya.
80

 

 

3) Kaidah ketiga 

 ، العبد قدرة تحت يدخل ل بما التّكليف إل القصد الرأّي بعض ف ظهر إذا
 قرائنو أك لواحقو أك سوابقو إل التّحقيق ف راجع فذالك

Jika ada suatu tujuan yang menurut logika di luar kemampuan 

hamba, maka hukumnya disamakan dengan sesuatu yang telah 

terjadi sebelumnya atau yang serupa dengannya.
81

 

 

4) Kaidah keempat 

 من الآخذ ، الْعدؿ الوسط الطريق على بمقتضاىا التكليف ف جارية الشّريعة
 كل عليو مشقة غير من العبد كسب تحت الداخل ، فيو ميل ل بقسط الطرفي
 انحلَؿ

Syariat perlu dijalankan dengan cara yang moderat dan adil, 

mengambil dari kedua sisi secara seimbang, yang bisa dilakukan 

tanpa kesulitan dan kelemahan.
82

 

 

5) Kaidah kelima 

 أك عقلَ يْكن ل ما إل أك الحرج إل عمومو على بحملو القوؿ أدّ  إذا الْصل أفّ  
 الإطلَؽ يستمرّ  فلَ ، الطرّاد كل استقامة على جار غير فهو ، شرعا

Pada dasarnya apabila pelaksanaan pendapat akan mengarahkan 

pada kesulitan atau pada sesuatu yang tidak memungkinkan 

menurut akal atau shara’, maka hal tersebut tidak dapat 

dilakukan dengan istiqamah (tetap) sehingga tidak perlu 

diteruskan.
83
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 Ibid, 374. 
83

 Ibid, Juz I, 68. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54 
 

 

6) Kaidah keenam 

  عليها الدكلف دكاـ ، لْعماؿ ف الشارع مقصود من

Termasuk dari tujuan Sha>ri’ dalam setiap perbuatan adalah 

mukallaf bisa tetap melaksanakan perbuatan tersebut.
84

 

 

c. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan akibat-akibat perbuatan 

orang-orang mukallaf.85
 

Kategori kaidah maqa>s{id yang ketiga berhubungan dengan akibat 

akhir dari perbuatan mukallaf serta tujuan mukallaf  itu sendiri, 

yaitu: 

1. Kaidah pertama 

 مخالفة أك موافقة الْفعاؿ كانت شرعا مقصود معتبر الْفعاؿ مالت ف ظرالن

Menganalisis akibat akhir perbuatan hukum adalah diperintahkan 

oleh syara’, baik perbuatan tersebut sesuai atau bertentangan 

dengan tujuan syara’.86 

 

2. Kaidah kedua 

 مسبّباتها ك الْسباب ف أنينظر للمجتهد

Mujtahid wajib menganalisis sebab-sebab dan akibat-akibat 

hukum.
87

 

 

Sebagai pelengkap untuk kategori yang ketiga ini, maqa>s{id al-

sha>ri’ah sebagai pendekatan merupakan proses berpikir ilmiah yang 

pasti memiliki dasar kaidah metodologis yang akan mengantarkan 
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 Ibid, Juz II, 431. 
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 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas,… 216. 
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 Imam al-Sya>thibi, al-Muwa>faqa>t Juz IV,… 431. 
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 Ibid, Juz I, 162. 
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pada ketentuan hukum yang berpihak pada maqa>s{id al-syari’ah.
88

 

Kaidah-kaidah tersebut adalah:
89

 

1) Kaidah pertama 

Raishuny dalam kitabnya yang berjudul al-Fikr al-Maqa>s{idy 

sebagaiaman dicuplik oleh Ahmad Imam Mawardi dalam 

bukunya Fiqh Minoritas, menyatakan bahwa berpikir dengan 

menggunakan maqa>s{id. 

 كمصلحتو مقصوده كلو معلّل الشّريعة ف ما كلّ 

Setiap ketentuan shari’at pasti memiliki ‘illat, maksud dan 

kemaslahatan. 

 

2) Kaidah kedua 

 بدليل إلّ  تقصيد ل

Penentuan maqa>sid al-shari>’ah dalam ketentuan hukum haruslah 

dengan dalil. 

 

 

3) Kaidah ketiga 

 كالدفاسد الدصالح تيبتر 

Urgensi menyusun secara hierarkis kemaslahatan dan 

kemafsadatan. 

 

4) Kaidah keempat 

 كالوسائل الدقاصد بي التّمييز

Perlunya perbedaan antara tujuan dan media menuju tujuan 

(perantara). 
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 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas,… 217. 
89

 Ibid, 217-219. 
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Dari beberapa kaidah yang telah dijelaskan oleh al-Sha>t}ibi>, dapat 

dirumuskan langkah kerja ijtihad dengan menggunakan maqa>sid al-

shari>’ah, sebagaimana yang dirumuskan oleh Duski Ibrahim, sebagai 

berikut:
90

 

1) Menentukan tema atau permasalahan yang akan diteliti. 

2) Merumuskan masalah dalam tema yang telah ditentukan. 

3) Mengumpulkan dan mengidentifikasi nash-nash yang relevan 

dengan permasalahan. 

4) Memahami nash-nash tersebut satu persatu kemudian 

mengaitkannya antara satu dengan yang lain. 

5) Mempertimbangkan kondisi dan indikasi masyrakat. 

6) Mencermati alasan hukum (‘illat al-hukm) yang terkandung di 

dalam nash tersebut, kemudian diterapkan ke dalam 

permasalahan yang diteliti. 

7) Menyimpulkan jawaban atas permasalahan yang dicari. 

Dari langkah kerja ijtihad dengan menggunakan maqa>s{id al-

sha>ri’ah yang telah dirumuskan oleh Duski Ibrahim, Ahmad Imam 

Mawardi menyederhakannya dengan menggunakan tiga hal pokok yang 

harus dijadikan dasar utama: Pertama, mufti atau penentu hukumnya 

adalah orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid. 

Kedua, mengetahui dengan baik konteks problematika hukum yang 

                                                           
90

 Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar konsep al-„Istiqra>‟ al-
Ma‟nawi> al-Sha>t}ibi >(Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008), 190-194. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57 
 

 

terjadi. Ketiga, berpegang dalil-dalil yang mu’tabar  (diakui validitas dan 

reliabilitasnya). Dalam prosesnya, tiga dasar tersebut dilakukan dalam 

tiga tahapan dasar, yaitu tashawwur, takyi>f dan tathbi>q. Tas}awwur adalah 

tahapan pengenalan hakikat permasalahan dan konteksnya dalam realitas, 

sementara takyi>f adalah menyusun dalil-dalil yang dianggap sesuai 

dengan masalah-masalah baru itu dan tat}bi>q adalah tahapan terakhir 

penentuan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan, akibat 

hukum, dan tujuan-tujuan utama hukum itu sendiri.
91
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 Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar konsep al-„Istiqra>‟ al-
Ma‟nawi> al-Sha>t}ibi>,…, 190-194. 
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BAB III 

MUH{AMMAD SYAH}RU>R DAN PEMIKIRANNYA TENTANG 

POLIGAMI 

 

A. Biografi Muh{ammad Syah}ru>r 

     Nama lengkap Syah}ru>r adalah Muh{ammad Ibnu Deib Syah}ru>r. 

Beliau adalah seorang pemikir muslim kontemporer yang lahir pada tanggal 

11 Maret tahun 1938 di Damakus (Syiria).
92

 Buah perkawinan dari seorang 

ayah bernama Deib bin Deib Shah{ru>r dan ibu bernama Siddiqah binti Salih 

Filyun.
93

 Dari istri tercintanya, Azizah, ia dikaruniai lima orang anak. Dari 

kelima anak tersebut masing-masing diberi nama Thariq, Lays, Basil, 

Ma’sun dan Rima dan ia juga mempunyai dua orang cucu yaitu Muh{ammad 

dan Kinan.
94

 

     Pada awalnya Syah}ru>r tidak mempelajari ilmu-ilmu ke-Islam-an 

secara intensif, karena setelah menamatkan sekolah tingkat menengah di 

Abd al-Rahman al-Kawakibi , ia kemudian pergi ke Uni Soviet untuk belajar 

tehnik di Moskow. Setelah menyelesaikan S1, kemudian ia kembali ke 
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 Muh{ammad Syah}ru>r, Al-Kitab wa Alquran : Qira‟ah Mu‟asirah (Damaskus: Al-Ahali li ath-

Thiba‟ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi‟, 1990), 823. 
93

 Muh{ammad Syah}ru>r, Dirasat Islamiyah Mu‟ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama‟ 

(Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba‟ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi‟, 1994), persembahan. 
94

 Muh{ammad Syah}ru>r, Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar‟ah 

(Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba‟ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi‟, 2000), 9. 
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Syiria dan pada tahun 1964 berhasil meraih gelar Diploma dalam teknik sipil   

serta bekerja sebagai dosen di Universitas Damaskus.
95

 

     Tahun 1965, Syah}ru>r diangkat sebagai asisten dosen di Fakultas 

Teknik Sipil Universitas Damaskus. Kemudian oleh pihak Universitas, ia 

dikirim ke Irlandia untuk melanjutkan pendidikan Magister di Universitas 

College Dublin Irlandia dengan spesialisasi bidang Mekanika Tanah dan 

Teknik Fondasi.
96

 Pada tahun 1969, Syah}ru>r meraih gelar Master of Science. 

Tiga tahun kemudian, 1972, ia dapat menyelesaikan program doktoralnya.
97

 

Selain sebagai dosen, pada tahun 1982 sampai 1983, Syah}ru>r dikirim 

kembali oleh pihak Universitas Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada 

al-Sa’ud Consult Arab Saudi serta bersama beberapa rekannya di Fakultas 

Teknik membuka Biro Konsultasi Teknik Dar al-Isytisyarat al-Handasiyyah 

(En-Gineering Consultancy) di Damaskus.
98

 

     Meskipun Syah}ru>r berlatarbelakang akademik bidang teknik, hal ini 

tidak berarti kosong sama sekali dari wacana pemikiran ke-Islam-an.  

Beberapa karya Muh{ammad Syah}ru>r adalah sebagai berikut: 

1. Al-Kitab wa Alquran: Qira’ah Mu’as }irah 

Penyusunan buku ini berlangsung sekitar dua puluh tahun dengan 

melewati tiga fase. Fase pertama antara tahun 979. Fase ini bermula saat 

Syah}ru>r menempuh jenjang Magister dan Doktor dalam bidang teknik 

                                                           
95

 Peter  Clark,  “The  Shahrur Phenomenon: A Liberal Islamic Voice from Syria”.  Islam and 

Christian Moslem Relation, No. 3, Vol. 7,  
96

 Muh{ammad Syah}ru>r, Al-Kitab wa Alquran : Qira‟ah Mu‟asirah,... 823. 
97

 Muhami Munir Muh{ammad Tahir al-Syawwaf, Tahafut al-Qira'ah al-Mu‟asirah (Damaskus:  

al-Syawwa fi  al-Nasyr, 1993), 11. 
98

 Ahmad Zaki Mubarok, Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Alquran 

Kontemporer “ala” Muh{ammad Syah}ru>r, (Yogyakarta: el-SAQ Press, 2007), 139. 
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sipil Nation Uinversity of Ireland. Fase ini merupakan fase pengkajian 

dan peletakan dasar-dasar pemahaman Syah}ru>r terhadap metodologi 

memahami konsep al-Zikr, al-iala dan al-Nubuwah, serta istilah-istilah 

dasar bagi al-Zikr. Dalam fase ini ia tidak terlalu produktif, hal ini 

disebabkan karena pengaruh pemikiran taqlid yang diwariskan yang ada 

dalam khazanah karya Islam lama dan modern. Dalam kurun waktu 

sepuluh tahun tersebut, Syah}ru>r mendapati beberapa hal yang selama ini 

dianggap sebagai dasar Islam, namun ternyata bukan. Karena hal 

tersebut idak mampu menampilkan pandangan Islam yang murni dalam 

menghadapi tantangan abad ke-20.
99

 

Fase kedua, antara tahun 1980-1986. Fase ini diawali dengan 

pertemuan Syah}ru>r dengan Ja’far al-Bab, teman sejawatnya mengajar di 

Damaskus yang lulus doktornya di bidang ilmu bahasa atau linguistik 

(al-lisa>niyya>t) di Universitas Moskow tahun 1973. Ja’far inilah yange 

memperkenalkan Syah}ru>r dengan pemikiran-pemikiran al-Farabi, Abu 

Ali al-Farisy dan muridnya, Ibnu Jinny dan Abd al-Qahir al-Jurjany. Dari 

pemikiran mereka itulah Syah}ru>r memahami bahwa lafadzmengikuti 

makna, bahwa bahasa Arab tidak mengenal sinonimitas (taraduf), bahwa 

nahwu dan balaghah merupakan dua ilmu yang saling berkaitan dan tidak 

dapat dipisahkan.
100

 

Berangkat dari perspektif linguistik ini, Syah}ru>r kemudian 

melakukan kajian intensif terhadap istilah-istilah pokok dalam Alquran, 
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 Muh{ammad Syah}ru>r, Al-Kitab wa Alquran,… 46. 
100

 Ibid, 7. 
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seperti al-Kita>b, al-Qur’a>n, al-Furqa>n, al-Zikr, Umm al-Kita>b, al-Lauh 

al-Mahfudz, al-Ima>m al-Mubi>n, al-hadis, ahsan al-hadis yang dikaji 

sampai tahun 1982. Setelah itu, Syah}ru>r mulai mengkaji al-Inza>l wa al-

tanzil dan al-Ja’i. tahun 1984 sampai 1986, Syah}ru>r bersama Dr. Ja’far 

mulai menulis pemikiran-pemikiran pokok hasil kajian intensifnya.
101

 

Fase ketiga, antara tahun 1986-1990. Dalam fase ini Syah}ru>r 

mulai menyusun pembahasan berdasarkan tema-tema tertentu. Tahun 

1986-1987 ia berhasil menyelesaikan bab pertama buku al-Kita>b wa al-

Qur’a>n: Qira>’ah Mu’asirah, yang merupakan masalah-maslah sulit. Bab-

bab selanjutnya diselesaikan Syah}ru>r sampai tahun 1990.
102

 

2. Dira>sa>t Isla>miyah Mu’a>sirah fi al-Daulah wa al-Mujtama 

Dalam buku ini Syah}ru>r menguraikan tema-tema social politik yang 

terkait dengan persoalan masyarakat (al-Mujtama’) dan Negara (al-

daulah) dengan tetap berpijak pada tawaran metodologinya dalam 

memahami Alquran sebagaimana tertuang dalam buku pertamanya, 

secara konsisten Syah}ru>r membangun konsep keluarga (al-Usrah), al-

Ummah, al-Qaumiyyah, bangsa (al-Syu’b), revolusi (al-syaurah), 

kebebasan (al-Hurriyyah), demokrasi dan al-Syura>, Negara (al-daulah), 

tindakan otoriter (al-istibdad) dan jihad.
103
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 Muh{ammad Syah}ru>r, Dirasat Islamiyah,… Daftar Isi. 
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3. Al-Isla>m wa al-Ima>n: Manzumah al-Qiya>m 

Buku ini mencoba mengkaji ulang konsep-konsep klasik mengenai 

rukun Islam dan rukun Iman sebagai sesuatu yang paling mendasar dan 

penting dalam Islam, namun demikian melalui pelacaknnya terhadap 

semua ayat Alquran yang berkaitan dengan persoalan tersebut, Syah}ru>r 

menemukan konsep lain yang benar-benar berbeda dengan rumusan 

ulama terdahulu. Lima rukun Islam yang selama ini diyakini bersumber 

dari Alquran dan hadis, ternyata bagi Syah}ru>r setelah mengelaborasi atas 

ayat-ayat Alquran hanya kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah yang 

merupakan rukun Islam disamping dua rukun Islam lainnya, yaitu 

percaya kepada hari kiamat dan beramal salih. Sementara kesaksian 

bahwa nabi Muahammad SAW utusan Allah dan empat rukun Islam 

lainnya, sebagaimana keyakinan umat Islam selama ini, dipahami oleh 

Syah}ru>r sebagai rukun Iman dan bukan rukun Islam.
104

 Buku ini juga 

membicarakan kebebasan manusia, perbudakan dan tentang ritual ibadah 

yang terangkum dalam konsep al-Iba>d wa al-Abi>d. Hal lain yang menjadi 

kajian buku ini adalah hubungan anak dengan orang tua.
105

 

4. Nahwa Ushu>l al-Jadi>dah li al-Fiqh al-Isla>mi: Fiqh al-Mar’ah 

Sebagaimana dikatakan Syah}ru>r sendiri, buku ini dapat dikatakan 

sebagai penyempurna terhadap kekurangan-kekurangan buku-bukunya 

terdahulu.
106

 Dalam buku ini Syah}ru>r memaparkan metode penafsiran 

                                                           
104

 Muh{ammad Syah}ru>r, Al-Isla>m wa al-Ima>n,… 22. 
105

 Ibid, 23-24. 
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 Muh{ammad Syah}ru>r, Nahwa Ushu>l,… 15. 
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ayat-ayat hukum (bagian dari ayat muhkama>t) yang berkaitan dengan 

masalah wasiat, pembagian harta warisan, kepemimpinan, poligami dan 

pakaian wanita.
107

 

Disamping karyanya dalam bentuk buku, pada tahun 1999, Syah}ru>r 

menerbitkan sebuah buku saku yang berjudul Masyru>’ Misha>q al-‘Amal 

al-Isla>mi. buku saku ini ditulis sebagai jawaban Syah}ru>r terhadap 

permintaan Forum Dialog Islam Internasional yang materi isinya tidak 

jauh berbeda dengan pokok-pokok pemikirannya yang telah tertuang 

dalam karya sebelumnya, Al-Isla>m wa al-Ima>n khususnya tentang 

perjanjian Islam (mitha>q al-isla>m).
108

 

Selain dalam bentuk buku dan buku saku, Syah}ru>r juga aktif menulis 

berbagai artikel yang dimuat dalam beberapa majalah, jurnal dalam 

bentuk bahasa Inggris dan bahasa Arab.
109

 Selain itu Syah}ru>r sering 

mempresentasikan pokok-pokok pikirannya tentang Alquran kaitannya 

dengan masalah-masalah social dan politik, seperti hak-hak wanita, 

pluralism dalam banyak konferensi Internasional, antara lain MESA 

(Middle East Studies Associated) Conference tahun 1998 di Cichago.
110
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108

 Achmad Syarqawi Ismail, Rekonstruksi Konsep Wahyu Muh{ammad Syah}ru>r (Yogyakarta: 

eLSAQ Press, 2003), 50. 
109

 Muhyar Fanani, Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern (Yogyakarta: LKiS, 

2010), 42. 
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 Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, Studi Alquran Kontemporer,…132. 
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Melalui beberapa karya Syah}ru>r di atas, apabila dibandingkan dengan 

pemikir muslim lain, Syah}ru>r adalah sosok pemikir yang radikal. Ia 

membuang hampir seluruh peninggalan tradisi fiqh.
111

 

 

B. Poligami dalam Pandangan Muh{ammad Syah}ru>r 

1. Pengertian Poligami Menurut Syah}ru>r 

Poligami dalam pandangan Muh}ammad Syah}ru>r adalah seseorang 

laki-laki yang telah menikah dengan seorang wanita kemudian menikahi 

wanita janda yang memiliki anak yatim dalam waktu bersamaan.
112

 

Poligami merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh 

perempuan Arab Islam secara khusus, dan yang dihadapi oleh Islam di 

depan dunia secara umum. Jika memahami ayat-ayat poligami dalam 

umm al-kita>b daris perspektif ayat-ayat h}udu>di>ah, seseorang akan 

mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik. Ayat-ayat tersebut 

mencakup setiap periode sejarah perkembangan manusia dan meliputi 

seluruh sisi kemuliaan manusia. Baik pada masa lampau maupun 

kontemporer.
113

 

Dalam pandangan Muh}ammad Syah}ru>r, Allah tidak hanya sekedar 

membolehkan poligami, tetapi sangat menganjurkan dengan syarat-

syarat yang telah ditentukan.
114

 Menurutnya, dalam poligami terdapat 

                                                           
111

 Andreas Christman, dalam kata pengantar buku Muh{ammad Syah}ru>r, Metodologi Fiqh,… 

18. 
112

 Muh{ammad Syah}ru>r, nahwa Ushu>l Jadi>dah,… 430. 
113

 Muh{ammad Syah}ru>r, Al-Kitab wa Alquran : Qira‟ah Mu‟asirah,… 597. 
114

 Muh{ammad Syah}ru>r, nahwa Ushu>l Jadi>dah,… 303. 
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sisi kemanusiaan dan social. Yang akan terselesaikan, yaitu manakala 

keadilan terhadap anak-anak yatim tidak dapat terlaksna dengan baik, 

dan akan terlaksana dengan cara menikahi ibu-ibu mereka yang 

menjanda.
115

 Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut Muh}ammad 

Syah}ru>r berpendapat bahwa calon istri yang boleh dipoligami oleh 

seorang suami harus perempuan janda yang memiliki anak yatim. 

2. Dasar Hukum Poligami menurut Muh}ammad Syah}ru>r 

Menurut Syah}ru>r,
116

 masalah poligami yang didasarkan pada teori 

h}udu>dnya dapat dipahami dari ayat; 

1) QS. Al-Nisa>’ ayat 2 

فْ  مْ  كَإِ تُ فْ لَّ  خِ وا أَ طُ سِ قْ ى   فِ  تػُ امَ تَ يَ لْ وا ا حُ كِ انْ ا فَ ابَ  مَ مْ  طَ كُ نَ  لَ  مِ
اءِ  نَ   النِّسَ ثػْ ثَ  مَ لََ اعَ  كَثُ فْ  ۚ   كَرُبَ إِ مْ  فَ تُ فْ لَّ  خِ وا أَ لُ دِ عْ ػَ ػَ  ت ةً ف دَ كْ  وَاحِ ا أَ  مَ

تْ  كَ لَ مْ  مَ كُ نُ اَ يْْ كَ ذَ   ۚ   أَ نَ   لِ دْ لَّ  أَ وا أَ ولُ عُ ػَ 117ت
 

Syah}ru>r dalam memahami ayat (al-Nisa>‘ [4]: 3) poligami ini, 

mengaitkan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu surat al-Nisa>‘ [4]: 2 

tentang memelihara anak yatim
118

 dan membantu para janda yang 

suaminya gugur dalam peperangan. Oleh karenya, menurut Syah}ru>r 

masalah poligami Allah meletakkan pada awal-awal surat al-Nisa>‘, 

yakni ayat ke 3 dari surat al-Nisa>‘. Akan tetapi menurut Syah}ru>r para 

mufassir dan ahli fiqih telah mengabaikan redaksi umum ayat 

                                                           
115

 Ibid. 
116

 Muh{ammad Syahru>ur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika,… 294. 
117

 Departemen Agama RI Mushaf Al Azhar Al Quran dan Terjemah…,77. 
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 Muh{ammad Syah}ru>r, nahwa Ushu>l Jadi>dah,… 302. 
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tersebut dan mengabaikan keterkaitan erat antara poligami dengan 

para janda yang memiliki anak-anak yatim.
119

 

Syah}ru>r berpendapat, bahwa ayat poligami ayat al-Nisa>‘ [4]: 3 

berisi batas minimal dan batas maksimal yang hadir secara 

bersamaan. Menurutnya, ayat ini merupakan ayat h}udu>diyyah. 

2) QS. Al-Nisa>’ ayat 2 

لُوا كَلَ  ۖ   أمَْوَالَذمُْ  الْيَتَامَى   كَآتوُا  أمَْوَالِكُمْ  إِلَ   أمَْوَالَذمُْ  تأَْكُلُوا كَلَ  ۖ   باِلطَّيِّبِ  الْخبَِيثَ  تػَتَبَدَّ
120كَبِيراً حُوباً كَافَ  إِنَّوُ  ۖ  

 

Ayat tersebut membicarakan hak-hak anak yatim yang dalam 

konteks ini, Allah memerintahkan kepada manusia agar memberikan 

harta benda anak-anak yatim dan tidak memakannya. Jadi antara 

poligami dan anak-anak yatim memiliki hubungan sebab-akibat 

(kausalitas). Hubungan kausalitas ini ditandai dengan lafaz} ‚وإن‛ 

(huruf shart}i>yah) yang terdapat pada surat al-Nisa>’ ayat 3, di mana 

lafaz} tersebut diat}afkan kepada ayat sebelumya yaitu al-Nisa>’ ayat 

2.
121

 

Kata al-yati>m dalam bahasa Arab dan dalam buku karya 

Muh}ammad Syahru>r al-tanzil al-haki>m berarti seorang anak yang 

belum mencapai umur baligh yang telah kehilangan ayahnya, 

sementara ibunya masih hidup. Anak yatim seperti ini yang ibunya 

boleh dipoligami.
122
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120
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121
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3. Syarat Poligami Menurut Muh}ammad Syah}ru>r 

Muh}ammad Syah}ru>r dikenal dengan ke enam teori batasnya 

(h}udu>d), yaitu; a) Posisi batas minimal; b) Posisi batas maksimal; c) 

Posisi batas maksimal dan minimal bersama; d) Poisisi batas minimal 

dan maksimal bersamaan pada satu titik atau posisi lurus atau posisi 

penetapan hukum partikuler; e) posisi batas maksimum dengan satu titik 

mendekati garis lurus tanpa persentuhan; dan f) Posisi batas maksimum 

‚positif‛ tidak boleh dilewati dan batas bawah ‚negatif‛ boleh 

dilewati.
123

 

Adapun syarat-syarat poligami ini tergolong pada batas minimal 

dan batas maksimal hadir secara bersamaan namun tidak menyatu dalam 

satu garis. Pada ayat poligami terdapat batasan maksimal dan minimal, 

baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Masing-masing dijabarkan 

sebagai berikut:
124

 

a. Batas-batas dalam sisi kuantitas 

Surat al-Nisa’ ayat 3 berbicara tentang pernikahan dengan lafaz} 

‚fankih}u>‛ yang kemudian mengawali jumlah istri dengan angka dua 

(mathna). Pada dataran realitas, seorang laki-laki tidak dapat 

dikatakan ‚menikahi dirinya sendiri‛ atau menikahi ‚setengah orang 

perempuan‛, maka batasan minimal istri adalah satu orang 

perempuan, dan batas maksimalnya adalah empat orang perempuan. 

Proses peningkatan jumlah ini diawali dari dua, tiga dan terakhir 

                                                           
123

 Muh{ammad Syahru>ur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika,… daftar isi. 
124

 Ibid, 235-236. 
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empat dalam hitungan bulat karena manusia tidak dapat dihitung 

dengan angka pecahan. Penyebutan satu persatu jumlah perempuan 

dalam redaksi mathna> wa thulatha> wa rua>’ harus dipahami sebagai 

penyebutan bilangan bulat secara berurutan, sehingga tidak dapat 

dipahami sebagai ‚dua+tiga+empat‛ yang berjumlah Sembilan. 

b. Batas-batas dalam sisi kualitas 

Perempuan seperti apakah yang dimaksud oleh ayat ini (yang 

diperbolehkan untuk dipoligami)? Apakah ayat ini menyebutkan 

terma ‚perempuan‛ mencakup semua kategori perempuan tanpa 

pengecualian? 

Yang dimaksud di sini adalah janda (thayyib). Karena ayat yang 

dimaksud di atas memakai bentuk kalimat shart}i>yah, maka bias 

dipahami sebagai ‚fankih}u> ma> t}a>ba lakum min al-nisa> mathna> wa 

thulatha> wa ruba>’…‛ dengan syarat kalau ‚wa in khiftum an la> 

tuqsit}u fi al-yata>ma…‛ dengan demikian, maka syarat-syarat istri 

kedua dan berikutnya adalah harus janda yang mempunyai anak-anak 

yatim dan mau menerima anak-anak yatim tersebut. 

Secara tekstual, generalisasi pemahaman terhadap ayat ini tidak 

dapat dibenarkan. Petikan ayat ‚wa in khiftum an la> tuqsit}u> fi al-

yata>ma> ‚ tidak dapat dipisahkan dari petikan ayat selanjutnya, 

‚fankih }u> ma> t}a>ba lakum minan nisa>’ mas\na> wa s\ulas\a wa ruba>’…‚. 

Dalam konteks ini, Tuhan menyebutkan pembolehan poligami 

dimulai dari istri kedua, ketiga dan keempat dan tidak menyebutkan 
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istri yang pertama. Sehingga secara kualitatif istri pertama tidak 

termasuk kategori perempuan yang dipoligami. Fakta yang dapat 

difahami dari teks adalah bahwa perempuan yang dimaksud adalah 

ibu Janda yang memiliki anak yatim dengan anaknya yang yatim. 

Jadi maksudnya adalah bukannya menikahi anak yatim tersebut yang 

masih kecil, akan tetapi menikahi ibunya yang janda yang memiliki 

anak yatim. Sebaliknya selamanya tidak akan boleh bila seorang laki-

laki menikahi janda yang memiliki anak, namun hanya mengambil 

ibunya tanpa menyertakan anaknya karena hal ini telah melanggar 

dari h}udu>d Allah. Hukum Islam selamanya tidak akan membolehkan 

demikian.
125

 

Menurut Syah}ru>r, ibunya pastilah seorang janda yang relatif masih 

muda. Syah}ru>r memahami bahwa pembolehan menikahi perempuan 

kedua, ketiga, dan keempat adalah dengan syarat bahwa wanita tersebut 

memiliki anak-anak yang masih kecil. Inilah pesan keseluruham dari 

pembolehan ini.
126

 

Menurut Syah}ru>r, sesungguhnya Allah tidak hanya sekedar 

memperbolehkan poligami, akan tetapi Allah sangat menganjurkannya, 

namun dengan dua syarat harus dipenuhi. Jika syarat tersebut tidak 

terpenuhi maka perintah poligami men-jadi gugur. Syarat-syaratnya 

adalah: pertama, istri kedua, ketiga dan keemapat harus janda yang 

memiliki anak yatim. Seperti yang sudah diterangkan diatas. kedua, 
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harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak 

yatim.
127

 

Lebih jauh lagi Syah}ru>r berpendapat, bahwa kata tuqshithu> yang 

dipakai pada permulaan surat al-Nisa>‘ ayat 3 dengan kata tadilu> pada 

akhir ayat yang sama memiliki konsekuensi makna yang berbeda. Namun 

para mufassir kebanyakan memaknai tuqs}it}u> maupun ta’dilu> dengan 

makna dan pemahan yang sama artinya adil. Menurut Syah}ru>r, dalan 

lafaz} wa in khiftum alla> tuqshit}u>, tuqshit}u> disini adil hanya dalam satu 

ujung saja. Karena Allah berbicara masalah keadailan untuk anak-anak 

yatim ‛jika kamu tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim (adil 

terhadap satu ujung saja atau bukan pihak lain, yakni pihak anak-anak 

yatim)‛. Sedangkan ketika Allah berfirman tentang kehawatiran kita 

tidak bisa berbuat adil terhadap anak kita sendiri, satu pihak, dan anak 

yatim bawaan istri, pihak yang lain, Allah menggunakan kata ‘adala, 

…wa in khiftum alla> ta’dilu fawa>hidatan128… 

Dengan demikian, maka Syah}ru>r ingin mengembalikan aspek 

kemanusiaan dalam kasus poligami, yakni terpeliharanya anak yatim. 

Akan tetapi, oleh karenanya ayat ini bersifat h}udu>diyyah maka Syah}ru>r 

berpendapat bahwa seorang hakim boleh membangun berbagai 

kemungkinan dalam menetapkan hukum seputar poligami, tentunya 

dengan memperhatikan kecendrungan sosial objektifnya. Misalnya, 

ketika jumlah laki-laki banyak berkurang akibat menjadi korban perang, 

                                                           
127

 Muh}ammad Syah}ru>r, Nah}w Us}u>l Jadi>dah…, . 303. 
128

 Ibid, 301-305. 
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maka seorang penetap hukum mungkin membolehkan atau mengizinkan 

seorang suami menikahi dua sampai empat perempuan janda yang tidak 

memiliki anak. Akan tetapi, selamanya tidak akan boleh bila seorang 

laki-laki menikahi janda yang memiliki anak, namun hanya mengambil 

ibunya tampa menyertakan anaknya karena hal ini telah keluar dari 

h}udu>d Allah.
129
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 Muh{ammad Syah}ru>r, al-Kita>b wa al-Qur‟a>n: Qira>‟ah Mu‟a>s{irah…, 600. 
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BAB IV 

PENDAPAT MUH{AMMAD SYAH}RU>R TENTANG SYARAT 

ISTRI KEDUA DAN SETERUSNYA DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM SERTA RELEVANSINYA BAGI RENCANA 

PERUBAHAN KHI 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Muh{ammad Syah}ru>r Tentang 

Syarat Istri Kedua dan Seterusnya Harus Janda Yang Memiliki Anak 

Berdasarkan hasil pencarian data penulis terhadap pendapat Syah}ru>r 

tentang syarat istri kedua dan seterusnya, penulis telah mendapatkan data 

berupa pandangan Muh}ammad Syah}ru>r terhadap ayat poligami dengan teori 

hudu>dnya. 

Dari uraian penjelasan serta keterangan dari beberapa buku 

Muh}ammad Syah}ru>r, maka beberapa penjelasan itu dapat dipetakan sebagai 

berikut: 

a. Pada ayat poligami terdapat batasan maksimal dan minimal dari segi 

kuantitas.
130

 

Surat al-Nisa’ ayat 3 berbicara tentang pernikahan dengan lafaz} 

‚fankih}u>‛ yang kemudian mengawali jumlah istri dengan angka dua 

(mathna). Pada dataran realitas, seorang laki-laki tidak dapat dikatakan 

‚menikahi dirinya sendiri‛ atau menikahi ‚setengah orang perempuan‛, 

maka batasan minimal istri adalah satu orang perempuan, dan batas 

maksimalnya adalah empat orang perempuan. Proses peningkatan jumlah 

                                                           
130

 Ibid, 235-236. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73 
 

 

ini diawali dari dua, tiga dan terakhir empat dalam hitungan bulat karena 

manusia tidak dapat dihitung dengan angka pecahan. Penyebutan satu 

persatu jumlah perempuan dalam redaksi mathna> wa thulatha> wa rua>’ 

harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara berurutan, 

sehingga tidak dapat dipahami sebagai ‚dua+tiga+empat‛ yang 

berjumlah Sembilan. 

b. Pada ayat poligami terdapat batasan maksimal dan minimal dari segi 

kualitas. 

Perempuan seperti apakah yang dimaksud oleh ayat poligami adalah 

janda (thayyib). Karena ayat yang dimaksud di atas memakai bentuk 

kalimat shart}i>yah, maka bisa dipahami sebagai ‚fankih}u> ma> t}a>ba lakum 

min al-nisa> mathna> wa thulatha> wa ruba>’…‛ dengan syarat kalau ‚wa in 

khiftum an la> tuqsit}u fi al-yata>ma…‛ dengan demikian, maka syarat-

syarat istri kedua dan berikutnya adalah harus janda yang mempunyai 

anak-anak yatim dan mau menerima anak-anak yatim tersebut. 

Secara tekstual, generalisasi pemahaman terhadap ayat ini tidak dapat 

dibenarkan. Petikan ayat ‚wa in khiftum an la> tuqsit}u> fi al-yata>ma> ‚ 

tidak dapat dipisahkan dari petikan ayat selanjutnya, ‚fankih }u> ma> t}a>ba 

lakum minan nisa>’ mas\na> wa s\ulas\a wa ruba>’…‚. Dalam konteks ini, 

Tuhan menyebutkan pembolehan poligami dimulai dari istri kedua, 

ketiga dan keempat dan tidak menyebutkan istri yang pertama. Sehingga 

secara kualitatif istri pertama tidak termasuk kategori perempuan yang 

dipoligami. Fakta yang dapat difahami dari teks adalah bahwa 
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perempuan yang dimaksud adalah ibu Janda yang memiliki anak yatim 

dengan anaknya yang yatim. Jadi maksudnya adalah bukannya menikahi 

anak yatim tersebut yang masih kecil, akan tetapi menikahi ibunya yang 

janda yang memiliki anak yatim. Sebaliknya selamanya tidak akan boleh 

bila seorang laki-laki menikahi janda yang memiliki anak, namun hanya 

mengambil ibunya tanpa menyertakan anaknya karena hal ini telah 

melanggar dari h}udu>d Allah. Hukum Islam selamanya tidak akan 

membolehkan demikian.
131

 

Hal tersebut di atas tidak kita dapatkan pada pendapat jumhur 

ulama, terlebih tokoh fiqh klasik. Semua tokoh fiqh baik dari kalangan tokoh 

klasik maupun tokoh modern sepakat bahwa adil adalah persyaratan yang 

dituntut oleh Alquran untuk mensahkan poligami. Sedangkan mengenai 

hukumnya meskipun menggunakan dasar (dalil) yang berbeda, para tokoh 

fiqh tradisional mengakui bahwa poligami boleh hukumnya, bukan 

dianjurkan (Sunnah), apalagi wajib (amr/perintah). Sedangkan tokoh Muslim 

kontemporer cenderung melarang atau mengharamkan tapi masih membuka 

kemungkinan untuk membuka kebolehnnya. Poligami diumpamakan seperti 

jalan darurat yang tidak semua orang sanggup melaluinya karena persyaratan 

adil yang begitu berat yang harus dilalui. Hanya orang tertentu saja yang 

bisa melaluinya. 

 

                                                           
131

 Ibid, 600. 
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Selanjutnya dalam bab ini penulis akan menganalisis pandangan 

poligami dari ulama kontemporer, Muh{ammad Syah}ru>r yang telah penulis 

paparkan dalam bab III skripsi ini. Bahwasanya Muh{ammad Syah}ru>r 

berpendapat syarat poligami selain hal keadilan dan pembatasan jumlah, 

Syah}ru>r memahami ayat poligami (al-Nisa>‘ ayat 3) harus dikaitkan dengan 

ayat yang sebelumnya, yaitu surat al-Nisa>‘ ayat 2 tentang memelihara anak 

yatim sehingga syarat poligami berikutnya adalah istri kedua dan seterusnya 

harus janda yang memiliki anak dengan tujuan memelihara anak yatim yang 

ditinggalkan ayahnya yang gugur dalam peperangan. 

Penulis memahami bahwa tokoh tradisional membolehkan poligami 

karena persyaratan adil yang dituntut Alquran adalah keadilan yang bersifat 

fisik, sedangkan tokoh kontemporer cenderung melarang poligami dengan 

alasan bahwa keadilan yang dituntut Alquran adalah keadilan hati, 

sedangkan hati sulit sekali berbuat adil. Dan Allah sudah memperingatkan 

hal ini dalam QS. an-Nisa> :129. 

Penulis memahami bahwa Muh{ammad Syah}ru>r berpendapat seperti 

di atas karena memahami suatu nash harus memperhatikan nash sebelum dan 

sesudahnya yang relevan dengan permasalahan (munasabah ayat). Dalam 

munasabahnyaMuh}ammad Syah}ru>r menemukan syarat istri kedua dan 

seterusnya adalah harus perempuan janda yang memiliki anak.   

Penulis juga memahami sepenuhnya bahwa pendapat Syah}rur 

berbeda jauh dengan pendapat jumhur ulama, namun kita tidak boleh 

menyalahkan, karena Syah}ru>r tetap menggunakan dasar yang sama dengan 
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jumhur ulama dalam penggalin hukumnya, hanya saja dengan pendekatan 

yang berbeda, yakni pendekatan munasabah ayat. 

 

B. Analisis Maqa>s}id Shari>’ah Terhadap Pendapat Muh{ammad Syah}ru>r Tentang 

Syarat Istri Kedua dan Seterusnya Harus Janda Yang Memiliki Anak 

Secara teoritis maqa>s}id al-shari>’ah mengetengahkan ide dasar 

disyariatkannya hukum Islam dengan maksud melindungi atau menjamin 

kemaslahatan dan kelangsungan hak dan keseluruhan sistem kehidupan. 

Kemaslahatan pada konteks poligami, dalam studi hukum Islam dapat 

disamakan dengan tuntutan perlindungan terhadap lima konfigurasi 

kehidupan yang paling asasi yang disebut al-ushu>l al-khamsah (lima asas) 

yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang 

mengandung penjagaaan atas lima hal ini disebut maslahah dan setiap hal 

yang membuat hilangnya lima hal ini disebut mafsadah. 

Dalam menetapkan hukum kelima unsur pokok di atas, maka secara 

teoritik indikator kemaslahatan memiliki tiga kualifikasi; d}aru>riyya>t, 

h}a>jiyya>t dan tah}siniyya>t. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat 

kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat dalam 

kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing 

peringkat itu satu sama lain bertentangan. Maka peringkat d}aruriyyat 

menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat h}ajiyyat, kemudian 

disusul peringkat tah}siniyyat. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa 
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peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat kedua 

melengkapi peringkat pertama. 

Untuk mengetahui dimana posisi maslahah dan mafsadah hukum 

poligami, perlu dilihat sejauh mana implikasi dari praktek poligami tersebut 

dalam konteks penjagaan dan pemeliharaan terhadap ushu>l al-khamsah. 

1. Memelihara Agama 

Dalam perkawinan poligami, seorang laki-laki cenderung tidak 

bias menjaga agamanya. Dari implikasi-implikasi poligami 

menunjukkan bahwa poligami telah menjadi problem internal 

dan juga eksternal, poligami dalam prakteknya seringkali 

menjadi momok yang menyedihkan. Hal ini sering digunakan 

orang non muslim untuk menfitnah bahwa Islam adalah agama 

yang mendatangkan kehancuran keluarga. kekerasan. Hal ini 

terjadi karena pelaku poligami kurang memahami perintah ayat 

poligami dengan baik. Kalau sudah begini jalan satu-satunya 

poligami harus dilarang, tapi masih memberikan kesempatan 

darurat kepada sebuah keluarga yang memang sangat 

memerlukannya dengan persyaratan adil menurut Alquran dan 

Sunnah. 

 

2. Memelihara Akal dan Jiwa 

Dari beberapa implikasinya poligami telah menyebabkan 

problem psikologis bagi anak-anak dan perempuan. Perempuan 
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banyak yang stres dan jiwanya terganggu dalam keluarga 

poligami. Sedangkan untuk anak-anak banyak yang mencari 

pelarian kepada narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. 

Dalam konteks ini poligami sudah melalaikan pemeliharaan jiwa 

untuk anak-anak dan istrinya. 

3. Memelihara Keturunan dan Harta 

Keturunan atau keluarga adalah sesuatu yang sangat berharga. 

Saking berharganya kita diperintah untuk menjaga dari 

kerusakan dan kepunahan. Dalam poligami banyak terjadi 

kehancuran keluarga, terutama seorang suami karena terlalu 

cenderung pada salah satu istri, sehingga dia kurang 

memperhatikan istri yang lain. Terutama anak-anak, nasibnya 

jadi terlunta-lunta karena kurang perhatian, bahkan kadang 

sampai sama sekali tidak diperhatikan. Dalam hal ini seorang 

suami atau ayah, tidak memberikan hak-hak anak dan istri 

secara layak, sehingga kondisi keluarga menjadi kacau.  

Berdasarkan maqa>s{id al-sha>ri’ah di atas penulis memahami 

sepenuhnya bahwa ijtihad Muh{ammad Syah}ru>r adalah sejalan dengan tujuan 

syariat untuk menolak mafsadah dan menarik maslahah. 

Penulis melihat bahwa analisis Syah}rur berdasarkan pada sebab dari 

turunnya ayat poligami, padahal seharusnya dalam menafsiri ayat alquran 

seharusnya kita melihat arti umum suatu ayat, sebagaimana kaidah tafsir 
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yang disepakati oleh jumhur ulama, yakni al-Ibrah bi umu>um al-lafdzi la bi 

khus}us} al-Syabab. 

Namun penulis juga memahami perjuangan penelitian Syah}ru>r 

terhadap ayat poligami adalah sesuai kaidah maqa>s{id yang berhubungan 

dengan akibat akhir dari perbuatan mukallaf serta tujuan mukallaf  itu 

sendiri, yaitu: 

1. Kaidah pertama 

 مخالفة أك موافقة الْفعاؿ كانت شرعا مقصود معتبر الْفعاؿ مالت ف النظر

Menganalisis akibat akhir perbuatan hukum adalah diperintahkan 

oleh syara’, baik perbuatan tersebut sesuai atau bertentangan 

dengan tujuan syara’.132 

 

2. Kaidah kedua 

 مسبّباتها ك الْسباب ف أنينظر للمجتهد

Mujtahid wajib menganalisis sebab-sebab dan akibat-akibat 

hukum.
133

 

 

Sebagai pelengkap untuk kategori yang ketiga ini, maqa>s{id al-

sha>ri’ah sebagai pendekatan merupakan proses berpikir ilmiah yang 

pasti memiliki dasar kaidah metodologis yang akan mengantarkan 

pada ketentuan hukum yang berpihak pada maqa>s{id al-syari’ah.
134

 

Kaidah-kaidah tersebut adalah:
135

 

 

                                                           
132

 Imam al-Sya>thibi, al-Muwa>faqa>t Juz IV,… 431. 
133

 Ibid, Juz I, 162. 
134

 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas,… 217. 
135

 Ibid, 217-219. 
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1. Kaidah pertama 

Raishuny dalam kitabnya yang berjudul al-Fikr al-Maqa>s{idy 

sebagaiaman dicuplik oleh Ahmad Imam Mawardi dalam 

bukunya Fiqh Minoritas, menyatakan bahwa berpikir dengan 

menggunakan maqa>s{id. 

 كمصلحتو مقصوده كلو معلّل الشّريعة ف ما كلّ 

Setiap ketentuan shari’at pasti memiliki ‘illat, maksud dan 

kemaslahatan. 

 
2. Kaidah kedua 

 بدليل إلّ  تقصيد ل

Penentuan maqa>sid al-shari>’ah dalam ketentuan hukum haruslah 

dengan dalil. 

 

3. Kaidah ketiga 

 كالدفاسد الدصالح ترتيب

Urgensi menyusun secara hierarkis kemaslahatan dan 

kemafsadatan. 

 

4. Kaidah keempat 

 كالوسائل الدقاصد بي التّمييز

Perlunya perbedaan antara tujuan dan media menuju tujuan 

(perantara). 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

81 
 

 

C. Relevansi Pendapat Muh{ammad Syah}ru>r Tentang Syarat Istri Kedua dan 

Seterusnya Harus Janda Yang Memiliki Anak Dengan Rencana Perubahan 

KHI 

Tujuan perkawinan yang paling asasi adalah sakinah mawaddah wa 

rahmah sebagaimana tercantum juga di dalam KHI. Tapi dengan adanya 

poligami, tujuan perkawinan yang dicita-citakan tersebut sulit atau bahkan 

tidak tercapai. Ada anggapan, hal itu terjadi justru karena Islam telah 

mengabsahkan suami untuk beristri lebih dari seorang. 

KHI dan termasuk di dalamnya hukum perkawinan Hingga saat ini 

belum mengalami pembaharuan yang disesuaikan dengan konteks dinamika 

dan kultur masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini karena KHI disusun tidak 

sepenuhnya dari realitas empiris keindonesiaan, melainkan banyak 

memindahkan begitu saja apa saja yang ada dalam tafsir-tafsir keagamaan 

klasik. 

Menurut Siti Musdah Mulia semua alasan dalam UU Perkawinan 

(termasuk di dalamnya KHI) hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami 

dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan perempuan. Misalnya, 

andaikan tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami 

cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan; atau suami dalam keadaan 

mandul. Ketentuan UU Perkawinan tentang poligami menurut Musdah Mulia 

jelas menunjukkan posisis subordinat perempuan dihadapan laki-laki. 

Eksplorasi kekurangan KHI dalam hal poligami ini dapat kita lihat 

pada pendapat seorang pemikir Islam yang juga termasuk anggota dari tim 
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Counter Legal Draft KHI. Respon terhadap ketidakadilan dalam poligami di 

Indonesia sudah ada dalam wacana pemikiran Musdah Mulia. Dia lebih 

banyak berbicara tentang keadilan dalam KHI tentang pemohonan poligami 

harus berdasarkan persetujuan istri. Namun terdapat pasal yang dianggapnya 

adalah hal yang ironis yang menyatakan: ‚Dalam hal istri tidak mau 

memberikan persetujuan izin untuk beristri lebih dari satu berdasarkan salah 

satu alasan yang diatur pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan agama dapat 

menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri 

yang bersangkutan di sidang Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini 

istri dapat mengajukkan banding atau kasasi‛. Walaupun terdapat ada 

kalimat istri tersebut dapat banding atau kasasi, tapi hal ini tentulah terdapat 

beban psikologis untuk mengajukan para istri yang mau melakukan banding 

atau kasasi yaitu takut dan malu dalam diri wanita.
136

 

Penulis mengamati bahwa pandangan poligami Muh{ammad Syah}ru>r 

dengan teori h}udu>dnya adalah bukanlah solusi yang relevan bagi 

pembaharuan KHI, yang bisa membantu menyesuaikan hukum poligami 

dengan realitas masyarakat Indonesia. Serta mengurangi ketimpangan hukum 

yang terkesan lebih banyak melihat dari perspektif suami dari pada 

kepentingan istri. 

Pendapat Muh}ammad Syahrur justru meciptakan mafsadat baru lagi, 

yakni setiap perempuan yang ingin dipoligami haruslah menjadi janda 

                                                           
136

 Wawan Gunawan dan Evie Shofia Inayati, Wacana Fikih Perempuan Dalam Perspektif 

Muh{ammadiyah, (Jakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP 

Muh{ammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muh{ammadiyah Prof. Hamka Jakarta, 2005), 202-

203. 
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terlebih dahulu agar syarat terpenuhi dengan cara menikah lalu bercerai 

untuk menjadi janda. Hal ini justru bertentangan dengan tujuan utama 

pernikahan. Dan pendapat Syah}rur bukanlah jawaban yang tepat untuk 

tawaran-tawaran kritis dari tim Counter Legal Drafting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

84 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu: 

1. Poligami perspektif Muh{ammad Syah}ru>r adalah harus adil dengan batasan 

maksimal empat dan minimal satu istri dengan syarat istri kedua dan 

seterusnya adalah janda yang mempunyai anak. 

2. Poligami perspektif Muh{ammad Syah}ru>r merupakan hasil ijtihad yang 

baru dan berbeda dengan ulama klasik namun tidak bertentangan dengan 

Maqa>s{id al-shari>‘ah. 

3. Poligami perspektif Muh{ammad Syah}ru>r tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dalam hal ini tim Counter Legal Drafting dan tidak relevan 

bagi tawaran perubahan KHI yang sesuai dengan realita ke-Indonesia-an. 

 

B. Saran 

Skripsi ini adalah sebuh ikhtiyar untuk pengayaan khazanah 

keilmuan yang jauh dari sempurna. Saran kami kepada para akademisi agar 

turut dan terus menyempurnakan setiap keilmuan untuk menjadi sumbangsih 

kebaikan bagi kehidupan orang banyak 
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